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ABSTRAK

ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI

NAMA	: MUHAMMAD RYAN EKA SAPUTRA NIM		2010090811121

Badan Pendapatan Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 50 Tahun 2022. Pengukuran kualitas pelayanan dalam birokrasi publik sangat diperlukan untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan tepat sasaran. Namun berdasarkan observasi selama penelitian, penulis menemukan gejala masalah yaitu masih kurang kemampuan pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dalam menjalankan tugas dan fungsi yang telah diberikan, masih ditemukan ketidaktepatan waktu dalam penyelesaian pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.
Berdasarkan gejala masalah di atas maka penulis merumuskan pokok permasalahan yaitu Bagaimana Kualitas Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui Kualitas Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat terhadap Kualitas Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.
Untuk melihat kualitas pelayanan, penulis menggunakan teori Sinambela (2010:6) yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Kondisional, Partisipatif, Kesamaan Hak dan Keseimbangan Hak dan Kewajiban. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai dan masyarakat yang melakukan pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai yang berjumlah 173 orang dengan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampling jenuh atau sensus untuk pegawai dan teknik sampling incidental untuk masyarakat. Jenis Data penelitian ini yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Teknik Pengumpulan Data yaitu Angket dan Wawancara. Untuk mengolah dan membahas data menggunakan metode statistik deskriptif dan teknik pengukuran menggunakan rating scale.
Hasil penelitian ini diperoleh total skor secara keseluruhan sebanyak 7.721 dengan persentase 83%, berada pada kategori Baik karena pada rentang skor antara 7.268 - 9.342. Adapun faktor pendukung dalam penelitian ini yaitu terlaksananya Keseimbangan hak dan kewajiban dalam kualitas pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, terlaksananya Transparansi dalam kualitas pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, Terlaksananya Kondisional dalam kualitas pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dan


Terlaksananya Kesamaan Hak dalam kualitas pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Sedangkan faktor penghambat dipengaruhi oleh masih kurang terlaksana Akuntabilitas dalam kualitas pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, dan masih kurang terlaksana Partisipatif dalam kualitas pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.
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Pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai segala kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar sesuai dengan hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yang terkait dengan kepentingan publik. Penyelenggara pelayanan publik dapat berupa lembaga dan petugas pemerintah daerah atau badan usaha milik daerah.
Pelayanan publik yang berkualitas, juga disebut sebagai pelayanan prima, adalah pelayanan terbaik yang memenuhi standar kualitas pelayanan. Standar kualitas adalah tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelengaraan pelayanan dan acuan kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
Pelayanan yang baik harus mampu memberikan pengalaman positif bagi masyarakat, seperti kemudahan dalam mengakses informasi dan layanan, serta proses yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, tujuan akhir dari pelayanan publik yang berkualitas adalah menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan meningkatkan partisipasi mereka dalam pembangunan.
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Persyaratan, prosedur, jangka waktu, biaya/tarif, produk pelayanan, dan penanganan pengaduan adalah komponen standar pelayanan, menurut Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014. Jika pemerintahan atau lembaga lainnya sudah mampu menerapkan standar kualitas tersebut, maka pemerintahan atau lembaga tersebut telah memberikan kualitas pelayanan yang baik.
Persyaratan mencakup syarat administratif yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk memperoleh layanan, sedangkan prosedur menjelaskan langkah-langkah yang harus diikuti. Jangka waktu merujuk pada estimasi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses pelayanan, sementara biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan untuk layanan tersebut. Produk pelayanan adalah hasil akhir dari proses pelayanan, dan penanganan pengaduan merupakan mekanisme untuk menangani keluhan atau masalah yang dihadapi oleh masyarakat dalam menerima layanan.
Menurut Keputusan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, pelayanan publik adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan penerima pelayanan. Penyelenggara pelayanan publik adalah petugas pelayanan publik baik dari pemerintah daerah maupun federal.


Untuk membantu keuangan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai menerima dan mengelola pendapatan pajak dan retribusi. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai membentuk badan ini. Dalam struktur organisasi, Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang melalui Sekretaris Daerah bertanggung jawab kepada Walikota.
Tugas utama Badan Pendapatan Daerah adalah membantu walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang pendapatan daerah. Untuk menjalankan tugas tersebut, badan ini melaksanakan beberapa fungsi, antara lain:
a. Perencanaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian daerah;
b. Penyusunan kebijakan teknis serta program kerja;
c. Penyelenggaraan pemungutan dan penerimaan pendapatan daerah;

d. Pelaksanaan kegiatan dan keserasian yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah;
e. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan daerah;

f. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam pendapatan daerah;
g. Penyusunan rencana pendapatan daerah;

h. Penyelenggaraan system pendapatan daerah

i. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan pendapatan daerah;
j. Pendapatan, penetapan, dan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. Penyiapan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.
Dinas Pendapatan Dearah kini menjadi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai yang mana merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dalam bidang penerimaan keuangan daerah atau pajak. Badan Pendapatan Derah Kota Dumai mempunyai visi dan misi. Yang mana visinya yaitu : “Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Unggul dan Profesional”. Sedangkan misi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai yaitu :
1. Mewujudkan aparatur yang professional untuk meningkatan kualitas pelayanan melalui perbaikan sumberdaya manusia dan sarana prasarana.
2. Meningkatkan pendapatan daerah melalui program ekstensifikasi dan intensifikasi.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat Wajib Pajak dan Wajib Retribusi daerah atas kewajiban terhadap perpajakan.

Yang dilayani disini adalah Wajib Pajak yaitu Orang Pribadi atau Badan, meliputi Pembayar Pajak, Pemotong Pajak dan Pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Wajib pajak dibedakan menjadi dua kategori utama yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Wajib pajak orang pribadi adalah individu yang memiliki penghasilan di atas batas tertentu, sedangkan wajib pajak badan mencakup berbagai bentuk entitas seperti perusahaan, koperasi, dan organisasi lainnya.
Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Maka dalam Dalam kegiatannya Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai menawarkan 12 bentuk pelayanan yaitu :
1. Pendaftaran objek baru

2. Mutasi objek/subjek PBB

3. Pembetulan SPPT/SKP

4. Pembatalan SPPT

5. Pembuatan salinan

6. Keberatan atas pajak terutang

7. Pengurangan pajak terutang
8. Retribusi dan kompensasi
9. Pengurangan denda Administrasi
10. Penentuan kembali jatuh tempo SPPT

11. Penundaan tanggal pengembalian SPOP

12. Pengecualian pengenaan PBB


Untuk Pelayanannya sendiri Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai memungut beberapa jenis pajak yang terdiri atas:
a. PBB-P2;

b. BPHTB;

c. PBJT atas:

1. Makanan dan/atau Minuman;

2. Tenaga Listrik;

3. Jasa Perhotelan;

4. Jasa Parkir; dan

5. Jasa Kesenian dan Hiburan;

d. Pajak Reklame;

e. PAT;

f. Pajak MBLB;

g. Pajak Sarang Burung Walet;

h. Opsen PKB; dan

i. Opsen BBNKB.

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota terdiri

atas :

a. PBB-P2;
b. Pajak Reklame;
c. PAT;

d. Opsen PKB; dan

e. Opsen BBNKB.


Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas :
a. BPHTB;

b. PBJT atas :

1. Makanan dan/atau Minuman;

2. Tenaga Listrik;
3. Jasa Perhotelan;

4. Jasa Parkir; dan

5. Jasa Kesenian dan Hiburan;

c. Pajak MBLB; dan

d. Pajak Sarang Burung Walet

Syarat Syarat yang harus disiapkan oleh Wajib Pajak antara lain :

1. Fotocopy KTP

2. Fotocopy Surat Izin Usaha

Setiap wajib pajak yang berurusan dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Ketentuan ini dibuat untuk membuat proses pelayanan lebih mudah bagi wajib pajak. Persyaratan tersebut tercantum dalam Tabel I.1 di bawah ini:


Tabel I.1
Persyaratan Pelayanan PBB pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai
	No
	Jenis Pelayanan
	Persyaratan

	1
	Pendaftran objek baru
	1. Surat permohonan
2. SPOP
3. Surat kuasa
4. Copy KTP
5. Copy surat Tanah/Bangunan

	2
	Mutasi objek/ subjek PBB
	1. Surat permohonan
2. SPOP
3. Surat kuasa
4. Copy KTP
5. Copy surat Tanah/Bangunan
6. Copy SPPT tahun terakhir

	3
	Pembetulan SPPT/ SKP
	1. Surat permohonan
2. SPOP
3. Surat kuasa
4. Copy KTP
5. Copy surat Tanah/Bangunan
6. SPPT tahun bersangkutan

	4
	Pembatasan SPPT
	1. Surat permohonan
2. Surat kuasa
3. Copy KTP
4. SPPT tahun bersangkutan

	5
	Pembetulan salinan
	1. Surat permohonan
2. Surat kuasa
3. Copy KTP
4. Copy SPPT tahun terakhir

	6
	Keberatan atas pajak terutang
	1. Surat permohonan
2. Surat kuasa
3. Copy KTP
4. Copy surat Tanah/Bangunan
5. Copy STTS tahun terakhir
6. SPPT tahun bersangkutan

	7
	Pengurangan pajak
	1. Surat permohonan
2. SPOP
3. Surat kuasa
4. Copy KTP
5. Copy surat Tanah/Bangunan
6. Copy STTS tahun terakhir
7. Copy SPPT tahun bersangkutan

	8
	Restitusi dan Kompensasi
	1. Surat permohonan
2. Surat kuasa
3. Copy KTP
4. Copy STTS tahun terakhir
5. Copy SPPT tahun bersangkutan
6. Copy penghasilan/pension

	9
	Pengurangan denda administrasi
	1. Surat permohonan
2. Surat kuasa
3. Copy KTP
4. Copy STTS tahun terakhir
5. SPPT tahun bersangkutan
6. Copy SPPT tahun berikutnya
7. STTS tahun berikutnya
8. SK Keberatan, Pengurangan, atau Banding

	10
	Penentuan kembali jatuh tempo SPPT
	1. Surat permohonan
2. Surat kuasa
3. Copy KTP
4. Copy STTS tahun terakhir
5. Copy SPPT tahun bersangkutan

	11
	Penundaan tanggal pengembalian SPOP
	1. Surat permohonan
2. Surat kuasa
3. Copy KTP
4. Copy STTS tahun terakhir
5. SPPT tahun bersangkutan

	12
	Pengecualiaan pengenaan PBB
	1. Surat permohonan
2. Surat kuasa
3. Copy KTP


Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2024

Dari tabel di atas, terlihat bahwa terdapat 12 jenis pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai. Jumlah pelayanan yang telah diberikan Tabel I.2 di bawah ini menunjukkan hal ini:
Tabel I.2
Jumlah Pelayanan PBB Tahun 2021-2023 Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai

	No
	Jenis Pelayanan
	2021
	2022
	2023
	Total

	1
	Pendaftaran objek baru
	797 wp
	721 wp
	763 wp
	2.281 wp

	2
	Mutasi objek/ subjek PBB
	524 wp
	472 wp
	533 wp
	1.529 wp

	3
	Pembetulan SPPT/ SKP
	142 wp
	182 wp
	150 wp
	474 wp

	4
	Pembatasan SPPT
	49 wp
	30 wp
	35 wp
	114 wp

	5
	Pembetulan salinan
	51 wp
	40 wp
	69 wp
	160 wp

	6
	Keberatan atas pajak terutang
	55 wp
	40 wp
	25 wp
	120 wp

	7
	Pengurangan pajak
	14 wp
	8 wp
	20 wp
	42 wp

	8
	Restitusi dan Kompensasi
	232 wp
	400 wp
	552 wp
	1.184 wp

	
9
	Pengurangan denda administrasi
	
122 wp
	
150 wp
	
815 wp
	
1.087 wp

	10
	Penentuan kembali jatuh tempo SPPT
	80 wp
	65 wp
	176 wp
	321 wp

	11
	Penundaan tanggal
pengembalian SPOP
	51 wp
	33 wp
	84 wp
	168 wp

	12
	Pengecualiaan pengenaan PBB
	98 wp
	125 wp
	513 wp
	736 wp


Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2024

Tabel I.2 di atas menunjukkan bahwa masyarakat sangat memperhatikan pengelolaan dan pelengkapan dokumen yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mereka miliki dalam beberapa tahun terakhir.


Pelaksanaan Peraturan Walikota Dumai Nomor 8 Tahun 2011 tentang sistem dan prosedur pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kota Dumai. Adapun Standar Operasional Prosedurnya dapat dilihat pada Bagan 1.1 berikut :

[image: ]

Dari bagan I.1 di atas, dapat dilihat bahwa keseluruhan proses SOP sudah dijalankan dengan baik. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa proses pertama adalah Wajib Pajak mendatangi sub bidang pendataan dengan membawa fotocopy ktp dan surat izin usaha dan mengisi formulir yang disediakan. Selanjutnya sub bidang pendataan dan pemeriksaan melakukan survey ke lokasi usaha untuk melihat jenis usaha. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) akan ditetapkan dan diberikan jika sudah sesuai.
Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak (WP) daerah sebagai alat administrasi pajak yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengidentifikasi WP saat melaksanakan hak dan kewajiban pajak mereka.
Jika wajib pajak tidak mendaftarkan usaha mereka kepada Badan Pendapatan Dearah dengan sengaja, mereka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Setiap akhir masa pajak, wajib pajak yang memiliki NPWPD harus memenuhi kewajiban pembayaran pajak dengan menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang menggunakan formulir yang jelas, lengkap, dan benar yang ditandatangani oleh wajib pajak.

Bagan I.2
Prosedur Pembayaran, Pelaporan dan Penetapan Pajak Pada PDRD Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai
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No	Kegiatan



Wajib Pajak


Bidang Pendataan dan Penetapan

Pelaksana Bidang Penagihan
Seksi	Seksi	Seksi




Kepala



Bendahara Penerima




Formulir





1. Perhitungan pajak dan pengisian SPTPD
2. Pembayaran pajak melalui Kasda dan/atau Bank/Bendahara Penerima
3. Penerimaan laporan pembayaran pajak dan pembuatan tanda terima
4. Menerima tanda terima pelaporan pajak
5. Pemeriksaan pelaporan pajak
6. Penerbitan SKPDKB/SKPDBT/SKPDN,
bila tidak disetujui
7. Mengajukan surat keberatan apabila tidak setuju

8. Melakukan perhitungan ulang atas surat keberatan dari Wajib Pajak






1


2





4




6
tuju/tidak



7

Seksi Penetapan








3





6


Seksi Pemeriksaan












5

ses

Penagihan dan Perhitungan



















8


Pembukuan, Restitusi dan Verifikasi

Pertimbangan dan Keberatan

Badan

dan/atau Bank





SPTPD
SSPD SPTPD
Salinan SSPD Tanda Terima
Tanda Terima Laporan Pajak
SKPDKB/ SKPDLB/SKPDN

Surat Keberatan

Surat Keberatan SSPD SKPDKB/SKPDLB
/SKPDN

Sumber Data: Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2024

Lanjutan Bagan I.2





No	Kegiatan



Wajib Pajak


Bidang Pendataan dan Penetapan




Seksi

Pelaksana Bidang Penagihan
Seksi




Seksi




Kepala



Bendahara Penerima




Formulir







9. 



10. 



11. 


12. 


13. 


14. 

15. 





Melakukan verifikasi atas Surat Keberatan dari Wajib Pajak


Melakukan kajian pertimbangan dan keberatan

Menerbitkan Surat Keringanan atas perhitungan pajak terhutang
Penerbitan Surat Penolakan atas keberatan dari Wajib Pajak

Penandatanganan	Surat Keringanan atau Surat Penolakan
Melakukan penyetoran pajak	14
dengan SSPD
Menerima pelunasan tagihan dengan pengisian SSPD dari Wajib Pajak

Seksi Penetapan

Seksi Pemeriksaan

Penagihan dan Perhitungan

Pembukuan, Restitusi dan Verifikasi
9

Pertimbangan dan Keberatan



10


set


11

12

Badan


















13

dan/atau Bank






















15




Surat Keberatan Laporan Pajak Bahan	Analisa dan Kajian
Surat Keberatan Laporan Pajak Bahan	Analisa dan Kajian
Surat Keringanan Pajak

Surat Penolakan

Surat Keringanan Pajak
Surat Penolakan SSPD
SSPD

14





Dari Bagan I.2 di atas, terlihat bahwa wajib pajak mendaftarkan usahanya ke Badan Pendapatan Daerah melalui sub bidang penetapan dengan menyerahkan fotokopi KTP. Setelah wajib pajak melaporkan omset usahanya, pegawai di sub bidang penetapan akan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Ketetapan Pajak Daerah (SPKPD).
Semua wajib pajak yang memiliki Surat Pemberitahuan Ketetapan Pajak Daerah (SPKPD) harus membayar pajak mereka sendiri ke Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai. Mereka harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri utang mereka.
Menurut prinsip self-assesment, wajib pajak menentukan besaran pajak dan membayarnya ke bank yang ditunjuk, dalam hal ini Bank Riau Syariah Kepri. Bukti pembayaran diserahkan kembali kepada Bendahara Penerimaan untuk dikeluarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), yang terdiri dari dua bagian: satu untuk wajib pajak dan satu lagi untuk arsip bendahara penerimaan.
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Bagan I.3
Prosedur Penagihan Pajak Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai

	No
	Kegiatan
	Penagihan
	Formulir
	Keterangan

	
	
	Bidang Penagihan
	Bendahara Penerima dan/atau Bank
	
	

	
	
	Seksi Penagihan dan Perhitungan
	Petugas Pungut
	Seksi Pembukuan, Restitusi dan Verifikasi
	
	
	

	1.
	Mendistribusikan SSPD kepada petugas pungut setiap pagi, dengan pengambilan secara teregister pada Bendahara Penerima
	1

	
	
	
	SSPD
Buku Ekspedisi
	

	2.
	Melakukan pemungutan pajak ke lokasi Wajib Pajak
	
	2

	
	
	Tembusan SSPD
	

	3.
	Menyerahkan uang hasil pungutan beserta Tembusan SSPD
	3

	
	
	
	Tembusan SSPD
	

	4.
	· Merekap hasil tagihan pajak
· Menyerahkan lembar 2 beserta uang hasil penagihan kepada Bendahara Penerima
· Menyerahkan lembar 4 kepada Seksi Pembukuan, Restitusi dan Verifikasi
Mengembalikan SSPD yang tidak terpakai kepada Bendahara Penerima
	4

	
	
	
	Rekap Hasil Penagihan
	

	5.
	Pengarahan tembusan SSPD ke dalam arsip masing-masing Wajib Pajak
	
	
	5

	
	
	

	6.
	· Mencocokkan jumlah uang dengan SSPD
· Menyimpan uang hasil penagihan dalam brangkas
· Mencatat SSPD dalam SISINFO
Menginput SSPD dalam SISINFO
	
	
	
	6

	Bukti Register
	

	7.
	Melakukan penyetoran hasil penagihan ke bank
	7

	
	
	
	Bukti Setor Bank
	

	8.
	Menyimpan bukti setor bank
	
	
	
	8

	Bukti Setor Bank
	


[bookmark: _Hlk172183262]Sumber Data: Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2024





Dari bagan I.3 di atas, dijelaskan bahwa petugas verifikator di bidang penagihan setiap paginya akan mengambil SSPD di bendahara penerimaan lalu melakukan verifikasi terhadap SSPD tersebut. Setelah itu sub bidang pembukuan dan pelaporan akan merekap SSPD yang telah diverikasi tersebut.
Jika ada wajib pajak yang memiliki tunggakan, maka akan dicetak Surat Tagihan Pajak Daerah yang nantinya akan dibawa oleh petugas pajak dalam melakukan penagihan terhadap wajib pajak yang memiliki tunggakan dan piutang tersebut.
Wajib Pajak yang memiliki tunggakan wajib membayar/menyetor tunggakan tersebut melalui Bank Riau Syariah Kepri dan tidak dibenarkan menitip kepada petugas yang melakukan penagihan.
Kemudian bukti bayar tersebut diserahkan kembali kepada Bendahara Penerimaan untuk selanjutnya diterbitkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang terdiri dari 2 rangkap, dimana 1 rangkap untuk wajib pajak dan 1 rangkap lagi untuk arsip bendahara penerimaan.
Dalam prosedur penagihan pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai terdapat surat pengantar penagihan pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai untuk melakukan suatu operasi bagi wajib pajak yang tidak patuh dalam melakukan pembayaran pajak. Adapun bentuk surat tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:
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Gambar I.1
Surat Tagihan Pajak Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai
[image: ]
Sumber Data: Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2024


Berdasarkan prinsip otonomi daerah, Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai menangani urusan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan. Badan ini mengumpulkan pendapatan dari berbagai jenis pajak dan retribusi daerah, yang diantaranya adalah sebagai berikut:





1. Pajak Hiburan yang terdiri dari :

a. Panti pijat sebesar 20% dari pendapatan

b. Karoke keluarga dan lounge sebesar 25% dari pendapatan

c. Klub malam, diskotik, karaoke KTV, cafe, pub sebesar 40% dari pendapatan
d. Permainan Billyard sebesar 20% dari pendapatan

e. Tontonan film sebesar 15% dari pendapatan

f. Pertandingan olahraga sebesar 10% dari pendapatn

g. Hiburan kesenian sebesar 20% dari pendapatan

h. Permainan ketangkasan sebesar 5% dari pendapatan

i. Pusat kebugaran sebesar 10% dari pendapatan
2. Pajak Hotel sebesar 10% dari pendapatan

3. Pajak Reklame sebesar 25% dari nilai sewa reklame

4. Pajak Restaurant sebesar 10% dari dasar pengenaan pembayaran yang dilakukan kepada restaurant
5. Pajak Air Tanah sebesar 20% dari nilai perolehan air tanah

6. Pajak Penerangan Jalan Non PLN sebesar 5% dari nilai jual tenaga listrik
7. Pajak Penerangan Jalan PLN sebesar 5% dari nilai jual tenaga listrik

8. Pajak PBB yang terdiri dari:

a. Untuk NJOP sampai dengan 1.000.000.000 rupiah sebesar 0.1%

b. Untuk NJOP sampai diatas 1.000.000.000 rupiah sebesar 0.2%





9. BPHTB sebesar 5% dari nilai perolehan objek pajak.

Menurut pengamatan penulis terhadap Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, masih ditemukannya keluhan masyarakat mengenai ketidaktepatan waktu penyelesaian pelayanan dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.
Observasi yang dilakukan penulis menunjukkan perlunya evaluasi dan perbaikan dalam implementasi standar operasional Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai untuk memastikan pelayanan yang optimal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Implementasi solusi potensial seperti penambahan SDM, pengembangan sistem digital, dan transparansi online dapat membantu menghilangkan ketidaktepatan waktu penyelesaian pelayanan pajak di Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.
Mengatasi hal ini, perlu dipertimbangkan pengembangan sistem digital yang lebih maju untuk memfasilitasi proses permohonan pajak online, serta penambahan SDM melalui seleksi dan program pelatihan intensif. Dengan demikian, transparansi online juga penting untuk memberikan update status real-time kepada masyarakat, sehingga memungkinkan pemerintah daerah meningkatkan efisiensi dan responsivitas layanan pajak.
Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai menjelaskan bahwa standar waktu untuk menyelesaikan pelayanan seperti yang ditunjukkan pada Tabel I.3.





Tabel I.3
Standar Waktu Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai

	



No
	


Jenis Pelayanan
	
SOP
	


Tenggang Waktu Menurut Ketentuan
	
Realisasi di lapangan
	


Tenggang Waktu Menurut Ketentuan

	
	
	
Dengan Penelitian Lapangan
	
Hanya Penelitian Administras i
	
	
Dengan Penelitian Lapangan
	
Hanya Penelitian Administrasi
	

	1.
	Pendaftaran objek baru
	14 hk
	4 hk
	-
	1 bulan
	6-7 hk
	-

	2.
	Mutasi objek/subjek PBB
	5 hk
	4 hk
	-
	5 hk
	4 hk
	-

	3.
	Pembetulan SPPT/SKP
	-
	1 hk
	-
	1
	2-3 hk
	-

	4.
	Pembatalan SPPT
	-
	1 hk
	-
	-
	± 1 tahun
	-

	5.
	Pembuatan salinan
	-
	1 hk
	-
	-
	1 hk
	-

	
6.
	Keberatan atas pajak terutang
	
7 hk
	
5 hk
	12 bulan sejak permohonan
	
7 hk
	
5 hk
	12 bulan sejak permohonan

	7.
	Pengurangan pajak terutang
	
7 hk
	
5 hk
	60 hari sejak permohonan
	
7 hk
	
5 hk
	60 hari sejak permohonan

	8.
	Retribusi dan kompensasi
	-
	3 hk
	-
	-
	3 hk
	-

	9.
	Pengurangan denda administrasi
	-
	1 hk
	-
	-
	1 hk
	-

	10.
	Penentuan kembali jatuh tempo SPPT
	-
	1 hk
	-
	-
	1 hk
	-

	11.
	Penundaan tanggal pengembalian SPOP
	-
	1 hk
	-
	-
	1 hk
	-

	12.
	Pengecualian pengenaan PBB
	-
	1 hk
	-
	-
	1 hk
	-


Sumber Data: Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2024





Tabel I.3 di atas menunjukkan bahwa beberapa jenis pelayanan masih belum memenuhi Standar Waktu Pelayanan (SOP). Hasil wawancara penulis dengan Setian Cahaya Efendi, salah satu petugas pelayanan, mendukung ini.
Beliau mengatakan bahwa “Standar waktu pelayanan (SOP) pengurusan pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian lapangan memerlukan waktu sekitar 14 hari kerja, sementara realisasi di lapangan memakan waktu sekitar 1 bulan. Hal ini dikarenakan petugas pajak harus melihat lokasi objek pajak yang didaftar, guna memastikan apakah sudah sesuai dengan yang tercantum pada berkas pendaftaran. Sementara dengan penelitian administrasi memerlukan waktu 4 hari, namun pada kenyataannya dapat berlangsung 6 sampai 7 hari kerja. Ketidaktepatan waktu dapat terjadi akibat dari gangguan jaringan yang menghambat proses pelayanan, serta ketidak beradaan pihak yang berkewajiban dalam memberikan persetujuan atau tanda tangan.”

Selanjutnya permasalahan yang penulis temui terkait dengan kualitas pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai adalah masih ditemukannya ketidakmampuan pegawai dalam memberikan penjelasan. Terkadang ditemui kejadian dimana petugas kurang mampu dalam menjalankan tugasnya seperti memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait dengan lama nya pengurusan. Hal ini pernah terjadi pada saat penulis berada di Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai. Penulis melakukan wawancara dengan salah seorang masyarakat yang penulis temui yang bernama Susanto.
“Diketahui bahwa Susanto pada saat itu sedang mengurus keberatan atas pajak terutang. Petugas yang ditemui tidak bisa menjelaskan secara rinci penyebab keterlambatan tersebut sehingga menimbulkan ketidakpuasan pada informasi yang ingin didapatkan.”





Untuk mengatasi permasalahan tersebut petugas kemudian mengarahkan Susanto untuk menemui pejabat yang pada hari itu bertugas pada Ruangan Pengaduan, dimana pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai menyediakan Ruangan Pengaduan yang setiap harinya secara bergantian ditempati oleh pejabat eselon IV. Pejabat yang bertugas pada hari itu adalah Pak Subakir.
“Beliau kemudian menjelaskan kepada Susanto bahwa masalah keterlambatan ini dikarenakan adanya beberapa tahapan yang harus dijalankan sebelum akhirnya memutuskan apakah pengajuan keberatan tersebut disetujui atau tidak. Beberapa tahapan tersebut diantaranya menugaskan petugas ke lapangan untuk melihat objek pajak tersebut apakah ukuran yang ada sesuai dengan yang terdaftar atau tidak sebelum akhirnya menerbitkan SK menyetujui atau atau tidak terhadap keberatan yang diajukan oleh wajib pajak tersebut.”


Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut:
1. Ketidaktepatan waktu dapat terjadi akibat dari gangguan jaringan yang menghambat proses pelayanan, serta ketidakberadaan pihak yang berkewajiban dalam memberikan persetujuan atau tanda tangan.
2. Ketidakmampuan petugas dalam memberikan penjelasan disebabkan kurangnya pengetahuan atau ilmu yang dimiliki oleh petugas itu sendiri seperti kurang membaca atau tidak memahami terkait peraturan yang berlaku.

Tabel I.4 di bawah ini menunjukkan beberapa masalah yang pernah diajukan oleh masyarakat kepada pejabat di Ruangan Pengaduan.






Tabel I.4
Jenis Pengaduan Pelayanan PBB

	
NO
	NAMA
	ALAMAT
	JENIS PENGADUAN
	TANGGAL PENGADUAN

	
1.
	
Leondy Rionaldo
	Jl. Sultan Hasanuddin No. 33
	Konsultasi terkait BPHTB atas pembatalan
sertifikasi oleh BPN
	
25-04-2024

	
2.
	
Sobrin
	
Jl. Wan Dahlan Ibrahim
	Keberatan atas denda karena tidak mengetahui adanya peraturan
terbaru
	
13-05-2024

	
3.
	
Fetriyah
	Jl. Bangun Jinawi
	Konsultasi terkait NOP yang double
tetapi objek pajak sama
	
25-05-2024

	4.
	Yahya
	Jl. Tenaga No. 75
	Keberatan terhadap NJOP
dan luas tanah
	02-06-2024

	5.
	Susanto
	Jl. Budi Kemuliaan
	Keberatan atas pajak terhutang
	24-06-2024


Sumber Data: Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2024

Penulis membuat kesimpulan bahwa di Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai terdapat masalah yang berkaitan dengan ketidaktepatan waktu penyelesaian dan ketidakmampuan petugas pelayanan untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Namun, petugas atau pejabat yang bertanggung jawab dapat menjelaskan hal ini dengan jelas.
Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kualitas Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai”
B. [bookmark: _bookmark9]Perumusan Masalah

Berdasarkan informasi di atas, penulis menemukan beberapa gejala masalah berikut:





1. Masih ditemukan ketidaktepatan waktu dalam penyelesaian pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.
2. Masih kurangnya kemampuan pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dalam memberikan penjelasan terkait pertanyaan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
Berdasarkan gejala masalah diatas maka penulis merumuskan pokok permasalahan yaitu: “Bagaimana Kualitas Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai?”
C. [bookmark: _bookmark10]Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui Kualitas Pelayanan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.
b. Untuk menentukan komponen yang mendukung dan menghambat kualitas layanan di Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.
2. Kegunaan Penelitian

a. Sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
b. Sebagai penambahan wawasan penulis dalam memahami kualitas pelayanan.
c. Sebagai sumber informasi dan referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian tentang masalah yang sebanding.

[bookmark: _bookmark11]BAB II TELAAH PUSTAKA
A. [bookmark: _bookmark12]Kerangka Teori
1. Pengertian Kualitas
Kualitas dapat didefinisikan sebagai kondisi yang selalu berubah yang terkait dengan produk, layanan, sumber daya manusia, proses, dan lingkungan yang mampu memenuhi atau bahkan melampaui harapan, menurut Tjiptono (2012:152).
Menurut Bakar dan Siregar (2010:02), kualitas dapat diartikan sebagai kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen.
Lewis dan Booms mengatakan bahwa "ukuran seberapa baik tingkat layanan yang diberikan dapat memenuhi ekspektasi pelanggan" dalam Tjiptono (2012:157). Di sisi lain, menurut Goeth dan Davis, yang dikutip oleh Tjiptono (2012:51), kualitas adalah "suatu kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau bahkan melebihi harapan."
Perubahan paradigma dalam ilmu administrasi, termasuk perubahan global yang terjadi di berbagai bidang kehidupan di seluruh dunia, memengaruhi masalah kualitas pelayanan publik. Selain itu, pemerintah daerah harus memperbaiki berbagai layanan yang diberikan kepada masyarakat.
Menurut Yamit (2010:7) menyatakan kualitas adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Menurut Nurhasyimad (2010:2) menyatakan bahwa pada dasarnya kualitas mengacu pada





pengertian pokok yaitu kualitas terdiri dari sejumlah keistimewaan yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Menurut Wijaya (2011:11) kualitas adalah sesuatu yang diputuskan oleh pelanggan. Artinya kualitas didasarkan pada pengalaman aktual pelanggan atau konsumen terhadap produk atau jasa yang diukur berdasarkan persyaratan-persyaratan tersebut.
2. Pengertian Pelayanan Publik

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, pelayanan publik didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk terkait barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyedia layanan publik.
Salah satu ujung tombak dari upaya untuk memuaskan pelanggan adalah pelayanan, yang harus dioptimalkan baik oleh individu maupun organisasi. Ini karena kualitas pelayanan mencerminkan kualitas individu atau organisasi yang memberikan pelayanan.
Menurut Sinambela (2014:5), "pelayanan publik adalah setiap aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sekelompok individu yang memiliki kegiatan yang bermanfaat dalam suatu komunitas, dan memberikan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada produk fisik tertentu."





Pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakatnya, menurut Sinambela (2011:5) karena pelayanan publik didefinisikan sebagai pemberian layanan (melayani) kebutuhan individu atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.
Menurut Ratminto dan Winarsih (2014:5) “pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
Menurut Moenir (2014:26-27) “pelayanan umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor materiel melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya”.Menurut Mahmudi (2015:223) pelayanan umum yang harus diberikan pemerintah terbagi dalam tiga kelompok, yaitu: 1) pelayanan administratif, 2) pelayanan barang, 3) pelayanan jasa.
a. Pelayanan Administratif

Pelayanan administratif adalah pelayanan berupa penyediaan berbagai bentuk dokumen yang dibutuhkan oleh publik, misalnya





pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), sertifikat tanah, akta kelahiran, akta kematian, buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB), surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK), ijin mendirikan bangunan (IMB), dan paspor.
b. Pelayanan Barang

Pelayanan barang adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang menjadi kebutuhan publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, dan penyediaan air bersih.
c. Pelayanan Jasa

Pelayanan jasa adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan publik, misalnya pendidikan tinggi dan menengah, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, jasa pos, sanitasi lingkungan, persampahan, drainase, jalan dan trotoar, penanggulangan bencana : banjir, gempa, gunung meletus, dan kebakaran, dan pelayanan sosial (asuransi atau jaminan sosial/social security)
Menurut Mulyadi dkk (2016:42-43) pelayanan publik dapat diklasifikasikan ke dalam 4 jenis yaitu:
1) Pelayanan Administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik;
2) Pelayanan Barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/ jenis barang yang digunakan oleh publik;
3) Pelayanan Jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik; dan





4) Pelayanan Regulatif yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan, maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat.
Menurut Safroni (2012:49) “penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang dan jasa, pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”. Menurut Surjadi (2012:9) “hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat”.
Menurut Saefullah (2008:28) untuk memberikan pelayanan yang lebih baik perlu ada upaya untuk memahami sikap dan perubahan kepentingan publik sendiri. Perubahan kehidupan dunia yang begitu cepat pula terdapat perubahan sikap dan perilaku masyarakat secara umum. Menurut kamus Bahasa Indonesia, pelayanan memiliki tiga makna, (1) perihal atau cara melayani; (2) usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan (uang); (3) kemudahan yang diberikan sehubungan dengan juala beli barang atau jasa.
Menurut Gronross dalam Ratminto dan Winarsih (2006:2) pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh





perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen / pelanggan.
Menurut Kurniawan (2005:4) pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Menurut Pasolong (2007:128) pelayanan publik adalah pemberi pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.
Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, memberikan pengertian pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah serangkaian tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah (seperti Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai) untuk melayani masyarakat umum dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat umum.
Pelayanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, sehingga sangat penting dalam banyak aspek kehidupan. Semua





kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggap sebagai pelayanan publik. Dalam kebanyakan kasus, aktivitas pelayanan memiliki ciri tertentu dan dapat diklasifikasikan menjadi berbagai jenis pelayanan.
Menurut Lembaga Administrasi Negara, berikut adalah ciri-ciri pelayanan publik:
1. Memiliki dasar hukum yang jelas dalam penyelenggaraannya;

2. Memiliki kelompok kepentingan yang luas, termasuk kelompok sasaran yang ingin dicapai;
3. Memiliki tujuan sosial;

4. Dituntut untuk akuntabel kepada publik;

5. Memiliki konfigurasi indikator kinerja yang perlu kelugasan; dan

6. Seringkali menjadi sasaran isu politik.

Pelaksanaan pelayanan dapat diukur, sehingga standar dapat ditetapkan baik dari segi waktu yang diperlukan maupun hasil yang dicapai. Dengan adanya standar, manajemen dapat merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi kegiatan pelayanan untuk memastikan hasil akhir memuaskan bagi pihak-pihak yang menerima layanan. Faktor material mencakup hak yang dimiliki oleh satu pihak dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pihak lainnya.
Menurut Sutopodan Adi (2009:19), standar pelayanan adalah suatu standar yang digunakan untuk menilai kualitas pelayanan sebagai





komitmen atau janji dari penyedia pelayanan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pelanggan. Pelayanan yang berkualitas termasuk pelayanan yang cepat, menyenangkan, tidak mengandung kesalahan, dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.
Jadi, tidak hanya pelayanan yang berkualitas, tetapi juga orang yang ingin dipuaskan dan dipenuhi kebutuhannya. Berdasarkan uraian diatas, maka standar pelayanan menjadi faktor kunci dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Upaya penyediaan pelayanan yang berkualitas antara lain dapat dilakukan dengan memperhatikan ukuran-ukuran apa saja yang menjadi kriteria kinerja pelayanan.
Masalah pelayanan merupakan masalah yang cukup mendapat sorotan baik oleh masyarakat ataupun pemerintah sendiri. Salah satu hak universal setiap orang adalah mendapatkan pelayanan yang baik. Hak ini dimiliki oleh individu-individu yang berkepentingan dan harus disediakan oleh organisasi atau instansi yang bertugas menyelenggarakan pelayanan.
Untuk mengatasi keterlambatan dalam pelayanan publik, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk memperlancar sistem pemerintahan yang dijalankan oleh aparat. Selama ini, sistem tersebut dianggap mengalami banyak hambatan teknis. Dengan adanya kebijakan ini, Pemerintah diharapkan dapat melakukan tugasnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dengan lebih baik. Dengan demikian, citra pemerintah sebagai pelayan masyarakat akan terwujud sesuai harapan.





Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang petunjuk Teknis penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan menyatakan bahwa standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, pelayanan dilaksanakan dengan 6 (enam) prinsip sebagai berikut:
1. Keterpaduan

2. Ekonomis
3. Koordinasi
4. Pendelegsian atau pelimpahan wewenang

5. Akuntabilitas

6. Aksebilitas

Menurut Komarudin (2014:25), pelayanan publik adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan penerima layanan serta melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam memberikan pelayanan publik,





instansi penyedia layanan harus memperhatikan asas-asas pelayanan publik.
1. Transparansi

2. Akuntabilitas
3. Kondisional

4. Partisipatif

5. Kesamaan hak
6. Keseimbangan hak dan kewajiban

Selanjutnya, menurut Sinambela (2010:6), tujuan utama pelayanan publik adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan ini, diperlukan kualitas pelayanan prima yang ditunjukkan oleh:
1. Transparansi

Pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
2. Akuntabilitas

Pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kondisional

Pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
4. Partisipatif





Pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
5. Kesamaan Hak

Pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial dan lain- lain.
6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.
3. Pengertian Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan jasa, menurut Lewis & Booms dalam Tjiptono (2011:59), adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan & Chandra (2005), “kualitas pelayanan sebagai ukuran seberapa baik tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan harapan pelanggan”.
Menurut Kotler (2008) kualitas pelayanan adalah sebuah kinerja yang dapat ditawarkan oleh seseorang kepada orang lain. Menurut Akbar dan Parvez (2009) kualitas pelayanan sebagai pelayanan yang memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Kualitas pelayanan, menurut Tjiptono (2014:268), mencakup pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta penyampaian yang tepat untuk mengimbangi harapan pelanggan.





Kualitas pelayanan terdiri dari tingkat keunggulan yang diharapkan (excellent) dan kontrol atas keunggulan tersebut untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, menurut Wyock dalam lovelock (1988), yang dikutip oleh Tjiptono (2014:268).
Menurut Parasuraman, et al. dalam purnama (2006:19) kualitas layanan merupakan perbandingan antara layanan yang dirasakan (persepsi) konsumen dengan kualitas layanan yang diharapkan konsumen.
B. [bookmark: _bookmark13]Operasional Variabel Penelitian

Penulis akan menyajikan konsep operasional yang akan menjadi pedoman untuk analisis berdasarkan masalah yang ada dan sebagai acuan untuk penelitian ini. Hal ini bertujuan agar arah dan tujuan penelitian ini sesuai dengan harapan. Konsep-konsep yang akan dioperasionalkan dalam penelitian ini adalah:
1. Analisis

Yang dimaksud dengan Analisis dalam penelitian ini adalah sebagai proses untuk menghasilkan pengetahuan yang dihuhubungkan dengan konsep teori terhadap sesuatu yang dilakukan, yang pengujiannnya dilakukan secara empiris yaitu langsung mengenai hubungan antara konsep dengan tindakan yang dilakukan.
2. Kualitas





Yang dimaksud dengan Kualitas dalam penelitian ini adalah penilaian terhadap pelaksanaan pekerjaan para pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.
3. Pelayanan

Dalam penelitian ini, pelayanan yang dimaksud adalah segala proses pemenuhan kebutuhan melalui para pegawai secara langsung kepada masyarakat di Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.
4. Publik

Yang dimaksud dengan "publik" dalam penelitian ini adalah masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.
5. Kualitas Pelayanan Publik

Yang dimaksud dengan Kualitas Pelayanan Publik dalam penelitian ini adalah penilaian terhadap pelaksanaan pekerjaan para pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat.
Berdasarkan kerangka teoritis, maka disusunlah operasional variable penelitian yang berguna untuk pemahaman dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam menganalisa. Menurut Sinambela (2010:6) Kualitas Pelayanan Publik meliputi 6 indikator seperti di bawah ini:
1. Transparansi

Dalam penelitian ini, transparansi dimaksudkan untuk pelayanan publik yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai harus





bersifat terbuka, mudah diakses, dan tersedia secara memadai untuk semua pihak yang membutuhkannya, serta harus mudah dipahami oleh masyarakat.
Sub indikatornya:

a. Adanya kemudahan dalam pelayanan yang diberikan.

b. Adanya kepastian biaya dalam setiap pengurusan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan
c. Adanya	keterbukaan	dalam	memberikan	pelayanan	kepada masyarakat
2. Akuntabilitas
Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah bahwa pelayanan publik yang disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sub indikatornya:

a. Adanya tanggung jawab pegawai terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
b. Adanya kemampuan dalam menyelesaikan proses pelayanan yang sesuai dengan aturan.
c. Adanya kemampuan pegawai yang bekerja berdasarkan aturan yang berlaku.





3. Kondisional

Dalam penelitian ini, kondisional yang dimaksud adalah bahwa layanan publik yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai harus disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan penyedia layanan, sambil tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
Sub indikatornya:

a. Adanya Kesesuaian antara jadwal jam kerja pegawai yang ditetapkan dan kondisi yang terjadi di lapangan.
b. Adanya Kemampuan organisasi dalam menyediakan sarana dan prasarana pelayanan yang cukup memadai.
c. Adanya Pegawai yang mampu menciptakan kenyamanan tanpa mengorbankan kualitas pelayanan.
4. Partisipatif
Pelayanan publik yang diberikan dimaksudkan dengan partisipatif dalam penelitian ini oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai guna mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
Sub indikatornya:

a. Adanya partisipasi dari masyarakat untuk dapat memberikan saran dan masukan mengenai pelayanan yang diberikan
b. Adanya	Keaktifan	masyarakat	dalam	mencari	informasi	yang berkaitan dengan pelayanan





c. Adanya Kesadaran masyarakat dalam memenuhi setiap persyaratan pelayanan
5. Kesamaan Hak

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan kesamaan hak adalah bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai harus dilakukan tanpa diskriminasi berdasarkan ras, ras, agama, golongan, gender, dan status sosial dan ekonomi.
Sub indikatornya:

a. Adanya	Memberikan	pelayanan	tanpa	membedakan	antara masyarakat
b. Adanya Kesadaran pegawai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan
c. Adanya Jaminan bagi setiap masyarakat sebagai penerima pelayanan administrasi sesuai dengan kebutuhan mereka.
6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Pelayanan yang diberikan adalah yang dimaksud dengan Keseimbangan Hak dan Kewajiban dalam penelitian ini oleh pegawai di Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai haruslah mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.
Sub indikatornya:

a. Terdapatnya kerjasama yang baik antara pegawai pelayanan dengan masyarakat dalam proses pelayanan





b. Adanya kesamaan hak diantara Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan administratif.
c. Adanya Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat berdasarkan legalitas atau keabsahan sebagai bukti dari petugas yang berwenang. Untuk setiap sub indikator diatas dijadikan sebagai item pertanyaan dengan kriteria jawaban seperti berikut:
Baik	:	diberi skor 3

Cukup baik	:	diberi skor 2

Tidak baik	:	diberi skor 1
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A. Lokasi Penelitian

BAB III METODOLOGI PENELITIAN


[bookmark: _bookmark14]Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, yang terletak di Jalan H.R. Soebrantas. Lokasi ini dipilih oleh penulis karena badan tersebut adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk mendukung keuangan daerah, dengan tugas utama mengelola pendapatan daerah yang berasal dari pajak dan retribusi.
B. [bookmark: _bookmark15]Populasi dan Sampel

Menurut Sugiono (2013:90), populasi adalah area generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dianalisis dan ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, populasi mencakup seluruh pegawai dan TKPK di Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, dengan total sebanyak 143 orang.
Selain itu, menurut Sugiono (2013:91), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknis pengambilan sampel menggunakan teknik Purposive sampling. Teknik Purposive Sampling, menurut Sugiyono (2018:138), adalah proses pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk menentukan jumlah sampel yang akan diteliti.
Sedangkan untuk sampel masyarakat yang dilayani menggunakan sampling incidental. Menurut Sugiyono (2013:96) “sampling incidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang





secara kebetulan/ incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data”.
Sampel masyarakat dalam penelitian ini adalah masyarakat yang penulis temui di Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai setelah mereka menerima pelayanan. Untuk lebih memahami keadaan populasi dan sampel penelitian, seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut:
Tabel III.1
Keadaan Populasi dan Sampel
Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai

	No
	Sub Populasi
	Populasi
	Sampel
	Persentase

	1.
	Kepala Badan
	1
	1
	100%

	3.
	Kepala Bidang
	4
	4
	100%

	4.
	Kepala Sub Bidang
	12
	12
	100%

	5.
	Kepala Sub Bagian
	3
	3
	100%

	6.
	Pelaksana PNS
	54
	54
	100%

	7.
	TKPK
	69
	69
	100%

	8.
	Masyarakat
	30
	30
	-

	Jumlah
	173
	173
	-


Sumber Data : Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2024
C. [bookmark: _bookmark16]Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Menurut Singadji (2010:171) data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara).





Berdasarkan pengertian di atas, penulis mengumpulkan data yang berkaitan dengan kualitas layanan, termasuk:
a. Tranparansi

b. Akuntabilitas

c. Kondisional

d. Partisipatif

e. Kesamaan Hak
f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

2. Data Sekunder

Untuk melengkapi materi penelitian ini, Suwaji (2012:147) menyatakan bahwa data sekunder diperoleh dari dokumen publikasi yang sudah dalam bentuk jadi adalah:
a. Gambaran umum mengenai Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.

b. Struktur	organisasi	dan	Tugas	Pokok	dan	Fungsi	pada	Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.
c. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.

d. Penerimaan Pendapatan dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai
e. Latar belakang pendidikan pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.





D. [bookmark: _bookmark17]Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang relevan dengan masalah penelitian, teknik pengumpulan data langsung turun ke lapangan digunakan. Teknik- teknik ini termasuk:
1. Wawancara

Adalah mengadakan tanya jawab langsung atau tatap muka dengan responden penelitian untuk melengkapi data yang telah diperoleh melalui angket penelitian.
2. Angket

Adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan penyusunan serangkaian pertanyaan yang telah disusun secara sistematis yang diajukan kepada responden penelitian.
E. [bookmark: _bookmark18]Analisa Data

Data yang digunakan dalam penelitian diproses dan dibahas dengan menggunakan teknik statistik deskriptif sebagai dasar, menurut Sugiyono (2013:169). Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi.
Selanjutnya, teknik pengukuran yang digunakan adalah rating scale, di mana menurut Sugiyono (2013:97), Data mentah yang diperoleh dalam bentuk angka dan kemudian ditafsirkan dalam konteks kualitatif dikenal





sebagai skala peringkat. Untuk mengetahui jawaban responden per indikator, dilakukan perhitungan yang dapat disajikan dalam tabel berikut ini:
Jumlah skor kriteria = (skor untuk kategori) x (jumlah pertanyaan) x (jumlah responden). Adapun tentang kategori skor per indikator dan skor rekapitulasi sebagai berikut:
Penilaian Indikator pada penelitian ini yaitu:

Untuk mengetahui tanggapan responden per indikator dapat dihitung melalui jumlah pertanyaan dikali bobot dikali jumlah responden sebagai berikut:
1. Pengukuran untuk setiap indikator peneliti adalah:

Untuk menentukan Kategori untuk setiap indikator penelitian ditentukan berdasarkan rumusan yang diajukan oleh Lind et al. dalam Zulganef. Langkah pertama yang dilakukan adalah menghitung skor tertinggi dan terendah sebagai berikut:
· Skor Tertinggi   = 3x3x173   = 1.557
· Skor Terendah  = 1x3x173   = 519
Selanjutnya untuk menentukan interval kelas (i) atau lebar kelas menggunakan rumus yang dikemukakakn oleh (Al, 2018), yaitu: 𝑖 = 𝐻 −𝐿 
𝐾
Dimana:

H	= nilai data tertinggi (highest value) 
L	= nilai data terendah (lowest value) 
K	= jumlah kelas





Berdasarkan hal tersebut maka dapat ditentukan interval skor sebagai


berikut:





Maka penentuan skor untuk setiap indikator dalam penelitian ini akan dianalisa berdasarkan kategori skor sebagai berikut:

	Kategori
	Interval Skor

	Baik
	1.213 – 1.557

	Cukup Baik
	866 – 1.212

	Tidak Baik
	519 - 865


Adapun garis kontinium nya dapat dilihat sebagai berikut :
519	(TB)	865	(CB)	1.212	(B)	1.557




33,33%	(TB)	55,55%	(CB)	77,84%%	(B)	100%





2. Pengukuran untuk seluruh indikator adalah adalah:

Adapun jumlah sampel penulis sebanyak 173 orang, total pertanyaan yang akan diajukan untuk mengetahui variabel penelitian adalah - pertanyaan yang diperoleh dari - sub indikator untuk - indikator penelitian yang diteliti.
Sehingga berdasarkan hal ini dapat diketahui skor tertinggi dan skor terendah untuk variabel penelitian sebagai berikut:
	-	Skor Tertinggi
	= 3x18x173
	= 9.342

	-	Skor Terendah
	= 3x18x173
	= 3.114


Selanjutnya untuk menentukan interval kelas (i) atau lebar kelas menggunakan rumus yang dikemukakan oleh (Al, 2018), yaitu : 𝑖 = 𝐻 −𝐿 
𝐾
Dimana:

H 	= nilai data tertinggi (highest value) 
L	= nilai data terendah (lowest value) 
K	= jumlah kelas

Berdasarkan hal tersebut maka dapat ditentukan interval skor sebagai


berikut:




[bookmark: _Hlk176503619]





Maka penentuan skor untuk setiap indicator dalam penelitian ini akan dianalisa berdasarkan kategori skor sebagai berikut:

	Kategori
	Interval Skor

	Baik
	7.268 – 9.342

	Cukup Baik
	5.191 – 7.267

	Tidak Baik
	3.114 – 5.190


Adapun garis kontinium nya dapat dilihat sebagai berikut :
3.114	(TB)	5.190	(CB)	7.267	(B)	9.342




33,33%  (TB)	55,55%  (CB)   77,79%%    (B)   100%
Dalam membahas hasil jumlah responden peneliti menyajikan data dalam bentuk tabel dengan frekuensi dan skoring serta diagram dalam Analisis Proses Kualitas Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai
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GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI

A. [bookmark: _bookmark19]Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai

Berawal dari Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), Badan Pendapatan Daerah telah beberapa kali diubah. Peraturan terakhir yang diubah adalah Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun. Peraturan Walikota Dumai Nomor
50 Tahun 2022 menetapkan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.

Peraturan ini menjelaskan posisi, struktur organisasi, tugas, dan fungsinya, serta tata kerjanya. Dalam Bab II pasal 2, dinyatakan bahwa Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai mempunyai visi dan misi. Yang mana visinya yaitu: “Terwujudnya pengelolaan Pendapatan Daerah yang Unggul dan Profesional”. Selain itu, misi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai adalah:
1. Mewujudkan aparatur yang profesional untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan melalui perbaikan sumberdaya manusia dan sarana prasarana.






2. Meningkatkan pendapatan daerah melalui program ekstensifikasi dan intensifikasi.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat wajib pajak dan retribusi daerah atas kewajiban terhadap perpajakan.
Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas yang dinyatakan dalam Pasal 4 yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang pendapatan daerah. Dalam menyelenggarakan tugas Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:
a. Perencanaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian fungsi penunjang pendapatan;
b. Penyusunan kebijakan teknis serta program kerja;

c. Penyelenggaraan pemungutan dan penerimaan pendapatan daerah;

d. Pelaksanaan kegiatan dan keserasian yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah;
e. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan daerah;

f. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam pendapatan daerah;
g. Penyusunan rencana pendapatan daerah;

h. Penyelenggaraan sistem pendapatan daerah;
i. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundangundangan pendapatan daerah;
j. Pendataan, penetapan dan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak
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Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. Penyiapan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.
B. [bookmark: _bookmark20]Keadaan dan Komposisi Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai
Sebuah organisasi dapat dilihat dari dua aspek: kuantitas dan kualitas. Berdasarkan data dari lokasi penelitian, keadaan dan komposisi karyawan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai digambarkan sebagai berikut:
1. Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber Daya Manusia dalam organisasi dituntut senantiasa memiliki rasa tanggung jawab dan kesadaran dalam melaksanakan beban kerja, namun demikian pekerjaan dalam organisasi biasanya baik dilakukan oleh laki-laki dan perempuan secara keseluruhan memiliki kerja yang berbeda.
Selanjutnya untuk melihat keadaan pegawai berdasarkan jenis kelamin dari anggota pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Ini dapat dilihat pada tabel berikut:





Tabel IV.1
Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
	No
	Jenis Kelamin
	Jabatan (orang)
	Jumlah (orang)
	Persentase
%

	
	
	PNS
	TKPK
	
	

	1
	Laki-laki
	46
	44
	90
	62,94

	2
	Perempuan
	28
	25
	53
	37,06

	Total
	74
	69
	143
	100


Sumber Data: Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2024

Tabel IV.1 menunjukkan jumlah pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai lebih banyak pegawai yang berjenis kelamin laki-laki yaitu berjumlah 90 orang (62,94%), sedangkan pegawai perempuan berjumlah 53 orang (37,06%).
2. Keadaan Pegawai Berdasarkan Umur

Dalam mencapai tujuan organisasi, Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai juga perlu mempertimbangkan faktor usia pegawai yang bekerja di organisasi tersebut untuk memastikan kelancaran dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk melihat usia pegawai di Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, dapat dilihat pada tabel berikut:





Tabel IV.2
Keadaan Pegawai Berdasarkan Umur
	No
	Umur
	Jabatan (orang)
	Jumlah (orang)
	Persentase
%

	
	
	PNS
	TKPK
	
	

	1
	21-25 Tahun
	1
	4
	5
	3,50

	2
	26-30 Tahun
	3
	17
	20
	13,98

	3
	31-35 Tahun
	7
	12
	19
	13,28

	4
	36-40 Tahun
	10
	20
	30
	20,98

	5
	41-45 Tahun
	32
	5
	37
	25,87

	6
	46-50 Tahun
	14
	3
	17
	11,89

	7
	51-55 Tahun
	9
	2
	11
	7,70

	8
	56-60 Tahun
	3
	1
	4
	2,80

	Jumlah
	74
	69
	143
	100


Sumber Data: Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2024

Tabel IV.2 menunjukkan umur karyawan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai jumlah pegawai berusia 21-25 tahun berjumlah 5 orang (3,50%), berusia 26-30 tahun berjumlah 20 orang (13,98%), berusia 31-35
tahun berjumlah 19 orang (13,28%), berusia 36-40 tahun berjumlah 30

orang (20,98%), berusia 41-45 tahun berjumlah 37 orang (25,87%), berusia

46-50 tahun berjumlah 17 orang (11,89%), berusia 51-55 tahun berjumlah

11 orang (7,70%), berusia 56-60 tahun berjumlah 4 orang (2,80%).


3. Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
Untuk mendukung aktivitas Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, perlu memiliki pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan. Pendidikan sendiri merupakan hal fundamental yang mendukung keahlian dan pekerjaan yang merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Tingkat pendidikan sangat mendukung hasil pekerjaan yang dihasilkan dan juga dapat memberikan kemudahan bagi pemimpin 




organisasi dalam bidang pekerjaan maupun penyediaan pelatihan. Berikut adalah tabel tentang tingkat pendidikan pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel IV.3
Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
	No
	Tingkat Pendidikan
	Jabatan (orang)
	Jumlah (orang)
	Persentase
%

	
	
	PNS
	TKPK
	
	

	1
	S2
	9
	-
	9
	6,29

	2
	S1 / DIV
	25
	16
	41
	28,68

	3
	D III
	6
	8
	14
	9,80

	4
	SLTA
	34
	45
	79
	55,23

	5
	SLTP
	-
	-
	-
	-

	Jumlah
	74
	69
	143
	100


Sumber Data: Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2024

Pendidikan pegawai di Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dapat dilihat dari Tabel IV.3 di atas. Jumlah pegawai di tingkat S2 berjumlah 9 (6,29%), tingkat S1 / D IV berjumlah 41 (28,68%), tingkat D III berjumlah 14 (9,80%), dan tingkat SLTA berjumlah 79 (55,23%).
4. Keadaan Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Dalam organisasi pemerintahan, pangkat/golongan biasanya dijadikan dasar penempatan seorang pegawai dalam menduduki jabatan ataupun pertimbangan untuk promosi karier dalam bekerja sesuai dengan kemampan yang dicapainya dengan aturan yang berlaku. Tabel berikut menunjukkan jumlah karyawan di Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai berdasarkan pangkat atau golongan:





Tabel IV.4
Keadaan Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang
	No
	Pangkat/Golongan
	Jumlah (orang)
	Persentase
%

	1
	Pembina Utama Muda (IV/c)
	-
	-

	2
	Pembina Tk. I (IV/b)
	2
	1,40

	3
	Pembina (IV/a)
	2
	1,40

	4
	Penata Tk.I (III/d)
	14
	9,79

	5
	Penata (III/c)
	6
	4,19

	6
	Penata Muda Tk. I (III/b)
	12
	8,39

	7
	Penata Muda (III/a)
	27
	18,88

	8
	Pengatur Tk. I (II/d)
	7
	4,89

	9
	Pengatur (II/c)
	2
	1,40

	10
	Pengatur Muda Tk. I (II/b)
	1
	0,70

	11
	Pengatur Muda (II/a)
	1
	0,70

	12
	Non Golongan
	69
	48,26

	Jumlah
	143
	100


Sumber Data: Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2024

Berdasarkan Tabel IV.4 di atas dapat dilihat bahwa pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai mempunyai pangkat dan golongan ruang yaitu Pembina Tk. I (IV/b) berjumlah 2 orang (1,40%), Pembina (IV/a) berjumlah 2 orang (1,40%), Penata Tk.I (III/d) berjumlah 14 orang (9,79%), Penata (III/c) berjumlah 6 orang (4,19%), Penata Muda Tk. I (III/b) berjumlah
12 orang (8,39%), Penata Muda (III/a) berjumlah 27 orang (18,88%), Pengatur Tk. I (II/d) berjumlah 7 orang (4,89%), Pengatur (II/c) berjumlah 2 orang (1,40%), Pengatur Muda Tk. I (II/b) berjumlah 1 orang (0,70%), Pengatur Muda (II/a) berjumlah 1 orang (1,70%) dan Non golongan berjumlah 69 orang (48,26%).

5. Keadaan Pegawai Berdasarkan Status Pangkat





Status pangkat dalam suatu organisasi juga akan menentukan kelancaran serta pemahaman pegawai dalam menjalankan tugasnya pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, adapun status pangkat tersebut seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut:
Tabel IV.5
Keadaan Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian
	No
	Status Kepegawaian
	Jumlah (orang)
	Persentase
%

	1
	PNS
	74
	51,75

	2
	TKPK
	69
	48,25

	Jumlah
	143
	100


Sumber Data: Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2024

Tabel IV.5 menunjukkan bahwa status kepegawaian pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai yaitu PNS berjumlah 74 orang (51,75%) dan TKPK berjumlah 69 orang (48,25%).
6. Keadaan Pegawai Berdasarkan Masa Kerja

Masa kerja adalah aspek penting karena dapat menunjukkan kondisi sebenarnya, di mana dapat terlihat kemampuan pegawai dalam menyelesaikan dan menangani masalah yang dihadapi masyarakat saat ini. Pengalaman kerja merupakan syarat krusial bagi seorang pegawai yang tercermin dari masa kerja yang dimiliki. Pengalaman yang diperoleh selama menjalankan tugas dalam satu posisi sangat berpengaruh, karena semakin lama pegawai tersebut bertugas, semakin besar kemungkinan mereka memiliki pengetahuan yang cukup untuk menyelesaikan masalah.
Berikut adalah tabel yang menunjukkan masa kerja pegawai di Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai:





Tabel IV.6
Keadaan Pegawai Berdasarkan Masa Kerja
	No
	Masa Kerja
	Jabatan
	Jumlah (orang)
	Persentase
%

	
	
	PNS
	TKPK
	
	

	1
	1-5 Tahun
	-
	10
	10
	7

	2
	6-10 Tahun
	2
	56
	58
	40,57

	3
	11-15 Tahun
	33
	3
	36
	25,17

	4
	16-20 Tahun
	25
	-
	25
	17,48

	5
	21-25 Tahun
	6
	-
	6
	4,19

	6
	26-30 Tahun
	8
	-
	8
	5,59

	Jumlah
	74
	69
	143
	100


Sumber Data: Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2024

Tabel IV.6 di atas menunjukkan bahwa persentase masa kerja pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai yaitu masa kerja 1- 5 tahun berjumlah 10 orang (7%), 6-10 tahun berjumlah 58 orang (40,57%),
11-15 tahun berjumlah 36 orang (25,17%), 16-20 tahun berjumlah 25 orang

(17,48%), 21-25 tahun berjumlah 6 orang (4,19%), dan 26-30 tahun

[bookmark: _bookmark21]berjumlah 8 orang (5,59%).
C. Struktur Organisasi dan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai
Struktur organisasi merupakan suatu kerangka kerja yang memperlihatkan sejumlah tugas dan wewenang masing-masing entitas untuk bersama-sama mencapai tujuan organisasi. Menurut Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016, Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai dibentuk. Selanjutnya, Peraturan Walikota Dumai Nomor 50 Tahun 2022 menetapkan Kedudukan, Organisasi, Tugas, dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, serta Tata Kerja
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BAGAN IV.1
BAGAN ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI

























Sumber Data : Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2024






Adapun susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai berdasarkan pasal 5 ayat 1 yaitu:
a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, terdiri dari:

1. Subbagian Tata Usaha;

2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional;

c. Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdiri dari:
1. Subbidang Pendaftaran dan Pendataan;

2. Subbidang Penetapan; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional;

d. Bidang Penagihan, terdiri dari:

1. Subbidang Pembukuan dan Pelaporan;

2. Subbidang Penagihan; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional;

e. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, terdiri dari:
1. Subbidang Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
2. Subbidang Penetapan dan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional;
f. Bidang Hukum dan Keberatan;
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a. Subbidang Pengajuan dan Keberatan;

b. Subbidang Pemeriksaan; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

g. UPT; dan

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai mengacu pada Peraturan Walikota Dumai Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai. Maka perlu disusun lebih lanjut penjabaran tentang tugas, fungsi dan uraian tugas masing-masing Badan dalam melaksanakan kewenangan bidang pemerintahan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. Sebagai bagian dari Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, berikut adalah tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian.
1. Kepala Badan

Kepala Badan melaksanakan tugas dan fungsi penunjang Pendapatan Daerah dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan umum, pemprograman dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana,





koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara, dan kerumahtanggaan.
Sekretaris dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. Pengoordinasian kegiatan Badan Pendapatan Daerah;

b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran Badan Pendapatan Daerah;
c. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan Pendapatan Daerah;
d. Penataan organisasi dan tata laksana;

e. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
g. Penyiapan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan lingkup fungsinya.
Sekretariat terdiri dari:
1. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi.





Uraian tugas Subbagian Tata Usaha sebagai berikut:

a. Melakukan pengumpulan bahan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
b. Menyiapkan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan bahan pemberian dukungan admnistrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
c. Menyiapkan administrasi pegawai untuk mengikuti diklat struktural, teknis dan fungsional;
d. Menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
e. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
f. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
g. Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;





h. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan dibidang organisasi dan tata laksana yang meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisis jabatan;
i. Menyiapkan bahan penyelenggaraan menyurat/naskah dinas dan kearsipan; urusan surat
j. Menyiapkan bahan perpustakaan beserta penyelenggaraan, hubungan masyarakat dan protokol; dan
k. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Subbagian Keuangan dan Aset
Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta sarana program.
Uraian tugas Subbagian Keuangan dan Aset sebagai berikut:

a. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan peraturan perundang- undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan- bahan lainnya yang berhubungan dengan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta sarana program;
b. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis berkaitan dengan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta sarana program;





c. Menyiapkan bahan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan pegelolaan sarana;
d. Menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pengelolaan bahan perlengkapan rumah tangga;
e. Menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan dan petunjuk pemecahan masalah;
f. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
g. Menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta sarana program.
h. Menyiapkan pengumpulan bahan peraturan perundangundangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan rencana program dan anggaran, administrasi keuangan, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
i. Menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data seta informasi yang berhubungan dengan penyusunan rencana program dan anggaran, administrasi keuangan, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
j. Menyiapkan perumusan pedoman dan petunjuk teknis dalam penyusunan rencana program dan anggaran, administrasi keuangan,





dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
k. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
l. Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan lingkup tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya;
m. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan jangka panjang, menengah, pendek berupa rencana statejik organisasi;
n. Menyiapkan	bahan	pelaksanaan	analisis	dan	evaluasi	serta penyusunan laporan sesuai lingkup tugasnya; dan
o. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
3. Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan pendaftaran, pendataan, penetapan pajak daerah dan retribusi daerah.
Untuk melaksanakan tugas Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi:
a. Penyiapan	bahan	perumusan	kebijakan	tentang	pendaftaran, pendataan dan penetapan terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
b. Pelaksanaan administrasi sistem dan prosedur pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
c. Pelaksanaan perencanaan pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;





d. Pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
e. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan pedoman pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
f. Melakukan pelayanan pendaftaran dan pemprosesan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dari wajib pajak;
g. Melakukan pemeliharaan pemutakhiran data objek pajak melalui sistem aplikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
h. Melakukan pemeliharaan keamanan dan pengembangan data base wajib pajak dari sistem aplikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
i. Memberikan informasi terhadap wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
j. Menyiapkan kotak pengaduan wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
k. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pelayanan, pengolahan data dan informasi;
l. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
m. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri dari :

1. Subbidang Pendaftaran dan Pendataan;





Subbidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas menyiapkan bahan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak daerah dan retribusi daerah, menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan retribusi daerah.
Uraian tugas Subbidang Pendaftaran dan Pendataan sebagai

berikut:
a. Menyiapkan pengumpulan bahan pendaftaran dan pendataan pajak daerah dan retribusi daerah;
b. Menyiapkan perumusan pendaftaran dan pendataan objek, subjek pajak daerah dan retribusi daerah;
c. Menyiapkan pengumpulan, pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan pendaftaran dan pendataan serta aplikasi yang menunjang sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Mendistribusian dan menerima kembali formulir pendaftaran dan pendataan yang telah diisi oleh wajib pajak dan wajib retribusi dan membuat laporan tentang formulir-formulir pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang belum diterima;
e. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan pendaftaran dan pendataan serta penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalahan;
f. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;





g. Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja tentang pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan retribusi daerah; dan
h. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Subbidang Penetapan

Subbidang Penetapan mempunyai tugas menyiapkan administrasi penetapan pajak daerah dan retribusi daerah. Uraian tugas Subbidang Penetapan sebagai berikut:
a. Melakukan perhitungan dan penetapan jumlah pajak daerah dan retribusi daerah;
b. Menerbitan surat ketetapan pajak daerah dan surat ketetapan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan;
c. Melakukan penghitungan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah secara jabatan dan penetapan tambahan pajak daerah dan retribusi daerah;
d. Menyajikan data dan informasi mengenai penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
e. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
f. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah serta penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;





g. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran; dan
h. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
3. Bidang Penagihan

Bidang Penagihan mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan penagihan dan perhitungan pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang serta pengawasan terhadap pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah.
Untuk melaksanakan tugas Bidang Penagihan menyelenggarakan

fungsi:

a. Penyiapan bahan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah melampaui batas jatuh tempo;
b. Penyiapan pendistribusian surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan;
c. Pelaksanaan penerbitan surat-surat fiskal, penagihan terhadap piutang pendapatan daerah dan pengaturan pengangsuran piutang secara bertahap;
d. Penyiapan penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah yang dikelola oleh perangkat daerah pengelola pajak daerah dan retribusi daerah secara bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan;





e. Penyiapan bahan perumusan bentuk formulir, kartu dan lain sebagainya untuk keperluan administrasi pemungutan yang meliputi pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
f. Penyiapan bahan laporan atas pelaksanaan surat paksa oleh juru sita dan menyelenggarakan penetapan penerimaan atas penagihan hutang pajak yang dijalankan dengan surat paksa;
g. Pelaksanaan penyusunan program kerja pengawasan secara rutin;

h. Penyiapan bahan laporan pengawasan; dan

i. Menyiapkan bahan-bahan verifikasi dan evaluasi semua bukti penerimaan daerah, baik berupa bukti penerimaan pajak daerah mapun retribusi daerah;
j. Menyortir serta pemisahan bukti-bukti pendukung bahan verifikasi dan evaluasi;
k. Menyimpan dan mengarsipkan bahan verifikasi dan evaluasi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan jenis penerimaan daerah;
l. Menyajikan data dan informasi mengenai verifikasi dan evaluasi tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
m. Melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian tentang verifikasi dan evaluasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
n. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang verifikasi dan evaluasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;





o. Menyiapkan restitusi pajak daerah dan retribusi daerah yang diajukan oleh wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
p. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan verifikasi dan evaluasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah serta penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
q. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
r. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
Bidang Penagihan terdiri dari:
1. Subbidang Pembukuan dan Pelaporan;

Subbidang	Pembukuan	dan	Pelaporan	mempunyai	tugas menyiapkan pembukuan dan pelaporan pajak daerah dan retribusi daerah.
Uraian tugas Subbidang Pembukuan dan Pelaporan sebagai

berikut:

a. Melakukan pembukuan dan pencatatan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah kedalam buku penerimaan sejenis sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD);
b. Membuat laporan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang di kelola oleh Badan Pendapatan Daerah atas dasar daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan perjenis pajak daerah dan retribusi daerah;





c. Membuat laporan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah serta perangkat daerah lainnya yang mengelola pajak daerah dan retribusi daerah secara periodik yaitu bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan;
d. Melakukan rekonsiliasi penerimaan dengan perangkat daerah serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengelola pajak daerah dan retribusi daerah serta penerimaan lain-lain;
e. Membuat laporan realisasi setoran masa pada akhir periode atau masa atas dasar buku wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
f. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan pembukuan dan pelaporan pajak daerah dan retribusi daerah serta penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
g. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
h. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Subbidang Penagihan
Subbidang Penagihan mempunyai tugas melakukan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah.
Uraian tugas Subbidang Penagihan sebagai berikut:

a. Menyiapkan bahan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah melampaui batas jatuh tempo;





b. Menyiapkan dan pendistribusian surat-menyurat serta dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
c. Mencatat bukti kendali penerimaan daerah sesuai dengan jenis penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
d. Membuat daftar tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah secara periodik, yaitu bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan;
e. Menyimpan dan mengarsipan bahan-bahan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan jenis penerimaan daerah;
f. Melakukan proses penghapusan piutang pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa sesuai dengan peraturan yang berlaku;
g. Menyampaikan surat ketetapan pajak, surat ketetapan retribusi dan surat penyampaian pajak terutang (sppt) pajak bumi dan bangunan kepada wajib pajak;
h. Menyiapkan bahan laporan atas pelaksanaan surat paksa oleh juru sita dan menyelenggarakan penetapan penerimaan atas penagihan hutang pajak yang dijalankan dengan surat paksa;
i. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah serta penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
j. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan





k. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pendataan, penilaian penetapan dan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta pengelolaan data dan informasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Untuk melaksanakan tugas Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan menyelenggarakan fungsi:
a. Menyiapkan administrasi kebijakan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
b. Pelaksanaan pendataan dan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
c. Pelaksanaan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
d. Pelaksanaan pengelolaan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
e. Penyiapan pengelolaan data dan informasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;





f. Penyiapan pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi;
g. Memelihara dan melakukan pemutakhiran data objek pajak;

h. Menjaga keamanan data base objek pajak meliputi menduplikasi database, sinkronisasi sistem pembayaran antara Bank;
i. Memelihara keamanan jaringan dan elektronik yang berkaitan dengan SISMIOP (perangkat lunak dan perangkat keras);
j. Menyusun Peta blok serta melakukan perekaman peta kedalam aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG);
k. Mengarsipkan berkas objek pajak serta melakukan perekaman objek Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
l. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
m. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terdiri dari:
1. Subbidang Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Subbidang Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mempunyai tugas





menyiapkan pendataan dan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Uraian tugas Subbidang Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai berikut:
a. Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pendataan serta pendaftaran wajib Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
b. Menyusun data pendukung penyusunan Nilai Jual Objek Pajak setiap akhir tahun meliputi pembuatan daftar biaya komponen bangunan, peta zona tanah dan nilai indikasi rata-rata;
c. Menyusun, menghimpun dan mengelola rencana kegiatan pendataan dan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
d. Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak dan mencatat dalam buku induk dan
e. Melakukan pendataan dan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan;

f. Melakukan verifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

g. Melaksanakan penggalian potensi perpajakan serta intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;





h. Membuat laporan secara periodik pelaksanaan kegiatan pendataan wajib pajak kepada atasan setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan;
i. Membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak untuk mempermudah pengontrolan wajib Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
j. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
k. Menyiapkan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Subbidang Penetapan dan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Subbidang Penetapan dan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan kegiatan penetapan dan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Uraian tugas Subbidang Penetapan dan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai berikut:
a. Menerima pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang diajukan oleh wajib pajak;





b. Menetapkan zona nilai tanah, nilai indikasi rata-rata, klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak, penilaian individu/masal setiap akhir tahun di tahun berjalan;
c. Menertibkan klasifikasi zona nilai tanah, nilai indikasi rata-rata, klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak, Penilaian individu/masal, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) massal sesuai dengan peraturan yang berlaku;
d. Menerbitan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan meliputi pencetakan individu dan massal;
e. Menetapkan kurang bayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan setelah dilakukan pemeriksaan;
f. Menyusun, menghimpun dan mengelola rencana kegiatan penetapan dan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
g. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
h. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
5. Bidang Hukum dan Keberatan
Bidang Hukum dan Keberatan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan produk hukum daerah dibidang pajak daerah dan retribusi daerah, menyiapkan administrasi pengajuan keberatan wajib pajak dan





melakukan pemeriksaan wajib pajak. Untuk melaksanakan tugas Bidang Hukum dan Keberatan menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunanan Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Walikota (Perwa) dan peraturan lainnya di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
b. Penyusunan rencana program dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
c. Penyiapan pengolahan dan penelitian data yang berkaitan dengan pengembangan potensi pajak daerah dan retribusi daerah;
d. Pelaksanaan penerimaan pengajuan permohonan keberatan dari wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
e. Penyiapan	bahan	penyelesaian	pengaduan	dan	permohonan keberatan;
f. Penyiapan bahan-bahan pemeriksaan wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
g. Pelaksanaan pemeriksaan wajib pajak daerah dan retribusi daerah;

h. Menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran tentang pengembangan potensi pajak daerah dan retribusi daerah;
i. Melaksanakan pengolahan dan penelitian data yang berkaitan dengan pengembangan potensi pajak daerah dan retribusi daerah;
j. Menyiapan bahan-bahan yang berhubungan dengan pengurusan dan penyusunan produk hukum daerah berupa Perda tentang Pendapatan Daerah,  Perwa,  Keputusan  Walikota  dan  petunjukpetunjuk





pelaksanaan mengenai administrasi serta operasional pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
k. Menyiapkan bahan usulan perubahan tarif pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya serta menyiapkan rancangan perubahan produk hukum daerah;
l. Menyiapkan bahan dan memperbanyak peraturan-peraturan dan surat- surat tentang pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta pedoman atau petunjuk pelaksanaannya;
m. Menyusun rencana program dan RKA pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
n. Menyajikan data dan informasi mengenai pengembangan potensi pajak daerah dan retribusi daerah;
o. Melakukan koordinasi dengan Bagian Hukum dan Hak Asasi manusia Sekretariat adanya Daerah Kota Dumai terhadap permalahan hukum dengan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
p. Melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
q. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
r. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
Bidang Hukum dan Keberatan terdiri dari:
1. Subbidang Pengajuan Keberatan





Subbidang Pengajuan Keberatan mempunyai tugas menyiapkan administrasi pengajuan keberatan wajib pajak daerah dan retribusi daerah. Uraian tugas Subbidang Pengajuan Keberatan sebagai berikut:
a. Menyiapkan bahan penetapan usaha pelayanan keberatan/doleansi atas permohonan banding terhadap wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
b. Menerima pengajuan permohonan keberatan dari wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
c. Menyiapkan proses pengajuan keberatan, pembatalan, penghapusan pajak daerah dan retribusi daerah yang diajukan oleh wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
d. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan pengajuan keberatan wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
e. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
f. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Subbidang Pemeriksaan

Subbidang Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan wajib pajak daerah dan retribusi daerah. Uraian tugas Subbidang Pemeriksaan sebagai berikut:





a. Menyiapkan bahan-bahan pemeriksaan wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
b. Memeriksa wajib pajak daerah dan retribusi daerah;

c. Melakukan pembinaan terhadap penyidik pegawai negeri sipil (ppns) dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah;
d. Melaksanakan penegakan hukum dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah sesuai dengan perda dan perwa yang berlaku;
e. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
f. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan pengajuan keberatan wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
g. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
h. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
6. UPT
UPT merupakan unit pelaksana yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dengan wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa Kecamatan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan UPT adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat





sedangkan	teknis	penunjang	adalah	melaksanakan	kegiatan	untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
D. [bookmark: _bookmark22]Sarana dan Prasarana Kerja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai
Berbagai pelaksanaan tugas pada Badan Pendapatan Daerah kota Dumai, perlengkapan kerja sangat membantu bagi kelancaran penyelesaian tugas oleh pegawai pada setiap bagian atau bidang-bidang yang ada pada Badan Pendapatan Daerah kota Dumai.
Ketersediaan sarana dan prasarana sangat mendukung kelancaran aktivitas suatu organisasi karena tanpa adanya sarana tidak mungkin bagi sebuah organisasi untuk mencapai tujuan mereka sepenuhnya. Adapun sarana dan prasarana kerja yang dimiliki pada Badan Pendapatan Daerah kota Dumai antara lain:





Tabel IV.7
Sarana dan Prasarana Kerja pada Badan Pendapatan Daerah kota Dumai
	No
	Sarana dan Prasarana
	Jumlah
	Kondisi

	1
	Ruang Kerja
	14
	Baik

	2
	Komputer
	150
	Baik

	3
	Honda Dinas
	26
	Baik

	4
	AC
	40
	Baik

	5
	Lemari Kayu
	16
	Baik

	6
	Filling Kabinet
	40
	Baik

	7
	Lemari Kaca
	8
	Baik

	8
	Televisi
	5
	Baik

	9
	Printer
	80
	Baik

	10
	Meja ½ Biro
	72
	Baik

	11
	Meja 1 Biro
	8
	Baik

	12
	Kursi Putar
	50
	Baik

	13
	Kursi Biasa
	30
	Baik

	14
	Dispenser
	10
	Baik

	15
	Jam Dinding
	10
	Baik

	16
	Lemari
	20
	Baik

	17
	Kursi Sofa
	4
	Baik

	18
	Meja Tamu
	4
	Baik

	19
	Kursi Tamu
	4
	Baik

	20
	Kursi Ruang Tunggu
	12
	Baik

	21
	Mesin Fotokopi
	1
	Baik

	22
	Mobil Dinas
	9
	Baik


Sumber Data: Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2024

Tabel IV.7 menunjukkan bahwa keadaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pekerjaan di Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dianggap baik, meskipun beberapa sarana dan prasarana masih dalam kondisi rusak atau tidak baik.





BAB V86

ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI
A. [bookmark: _bookmark23]Identitas Responden

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, yang merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah dalam hal pengeluaran keuangan, khususnya pajak. Badan ini memiliki tugas untuk membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi pendukung pendapatan daerah dengan cara menerima dan mengelola pendapatan yang dihasilkan dari pajak dan retribusi daerah. Sehubungan dengan penelitian yang penulis lakukan, penulis akan mengungkapkan identitas responden dalam penelitian berjudul "Analisis Kualitas Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai," yang melibatkan total 173 responden, terdiri dari 143 pegawai dan 30 masyarakat.
Data responden penelitian dapat dilihat sebagai berikut:

1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Penelitian penulis tentang Analisis Kualitas Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai melibatkan semua karyawan, termasuk mereka yang bekerja dalam pengurusan administrasi. Penulis juga dapat menggambarkan perbedaan jenis kelamin responden dalam penelitian ini. Tabel berikut menunjukkan jenis kelamin responden:






Tabel V.1
Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
	
No
	Jenis Kelamin
	Responden
	Jumlah (Orang)
	Persentase (%)

	
	
	Pegawai
	Masyarakat
	
	

	1.
	Laki-laki
	90
	15
	105
	60,69

	2.
	Perempuan
	53
	15
	68
	39,31

	Jumlah
	143
	30
	173
	100


Sumber data: Hasil Olahan Data lapangan, Tahun 2024

Berdasarkan Tabel V.1 di atas, dapat dijelaskan bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 105 orang (60,69%), sementara responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 68 orang (39,31%).
2. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Umur

Untuk menentukan sikap kondisi yang layak dalam merespons sesuai dengan kapasitas kebijakan usia yang matang, perbedaan tingkat umur merupakan bahan pengetahuan dan informasi yang relevan. Penulis dapat menggambarkan perbedaan tingkat umur responden penelitian, yang terdiri dari kelompok umur yang beragam dari 20 hingga 60 tahun. Tabel berikut menunjukkan perbedaan tingkat umur responden:
100






Tabel V.2
Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Umur
	No
	Umur
	Responden
	Jumlah (orang)
	Persentase
%

	
	
	Pegawai
	Masyarakat
	
	

	1
	21-25 Tahun
	5
	3
	8
	4,62

	2
	26-30 Tahun
	20
	7
	27
	15,61

	3
	31-35 Tahun
	19
	8
	27
	15,61

	4
	36-40 Tahun
	30
	2
	32
	18,50

	5
	41-45 Tahun
	37
	5
	42
	24,28

	6
	46-50 Tahun
	17
	3
	20
	11,56

	7
	51-55 Tahun
	11
	1
	12
	6,93

	8
	56-60 Tahun
	4
	1
	5
	2,89

	Jumlah
	143
	30
	173
	100


Sumber data: Hasil Olahan Data lapangan, Tahun 2024

Berdasarkan Tabel V.2 di atas, dapat dijelaskan bahwa responden yang berumur antara 21-25 tahun berjumlah 8 orang (4,62%), responden yang berumur 26-30 tahun sebanyak 27 orang (15,61%), responden yang berumur 31-35 tahun juga sebanyak 27 orang (15,61%), responden yang berumur 36-40 tahun sebanyak 32 orang (18,50%), responden yang
berumur 41-45 tahun sebanyak 42 orang (24,28%), responden yang

berumur 46-50 tahun sebanyak 20 orang (11,56%), responden yang berumur 51-55 tahun sebanyak 12 orang (6,93%), dan responden yang berumur 56-60 tahun sebanyak 5 orang (2,89%).
3. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Kemampuan dan kecakapan dalam memahami kondisi proses penerima dan pemberi pelayanan dari pihak yang bertanggung jawab dapat dievaluasi dengan menggunakan perbedaan tingkat pendidikan, yang





merupakan salah satu komponen yang berguna dalam evaluasi ini. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang jawaban penelitian ini, perbedaan tingkat pendidikan antara responden dapat dilihat pada tabel berikut.:
Tabel V.3
Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
	No
	Tingkat Pendidikan
	Responden
	Jumlah orang
	Persentase (%)

	
	
	Pegawai
	Masyarakat
	
	

	1
	S2
	9
	-
	9
	5,20

	2
	S1/DIV
	41
	3
	44
	25,43

	2
	DIII
	14
	-
	14
	8,09

	3
	SLTA
	79
	27
	106
	61,28

	4
	SLTP
	-
	-
	-
	-

	5
	SD
	-
	-
	-
	-

	Jumlah
	143
	30
	173
	100


Sumber data: Hasil Olahan Data lapangan, Tahun 2024

Berdasarkan Tabel V.3 di atas, dapat dijelaskan bahwa responden yang memiliki tingkat pendidikan S2 berjumlah 9 orang (5,20%), responden dengan tingkat pendidikan S1 sebanyak 44 orang (25,43%), responden yang memiliki pendidikan DIII berjumlah 14 orang (8,09%), dan responden dengan tingkat pendidikan SLTA berjumlah 106 orang (61,28%).
B. [bookmark: _bookmark24]Analisis Kualitas Pelayanan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai
Pada dasarnya, penelitian adalah metode ilmiah untuk mengumpulkan data untuk tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan ini, penulis akan menyajikan data hasil penelitian di lapangan, yang kemudian akan dianalisis sebagai upaya untuk menjawab masalah yang dibahas pada Bab I.





Peneliti akan menganalisis data dari angket yang dibagikan kepada responden dalam penelitian ini, yaitu seluruh pegawai di Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai serta masyarakat. Analisis yang didasarkan pada indikator pengukuran akan diterapkan pada semua data yang dikumpulkan. Jumlah peserta penelitian adalah 197 orang, terdiri dari pegawai, honorer, dan masyarakat yang menerima pelayanan dari Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.
Sehubungan dengan penelitian mengenai Analisis Kualitas Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, Penulis akan menggunakan teori yang diusulkan untuk mengukur kualitas pelayanan oleh Sinambela (2010:6), yang menyatakan bahwa tujuan Pelayanan publik pada dasarnya bertujuan untuk memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan ini, pelayanan harus berkualitas tinggi, yaitu sebagai berikut:
1. Transparansi

Transparansi merupakan pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti dalam hal ini masyarakat sangat berkepentingan dengan pelayanan yang bermutu. Transparansi dalam pelayanan publik menjadi faktor untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik ialah suatu kegiatan yang terbuka bagi masyarakat kegiatan yang dimulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksaan dan pengawasan atau pengendaliannya.





Dalam penelitian ini, untuk menilai indikator transparansi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, dapat dilihat melalui sub indikator yang disebutkan di bawah ini:
a. Adanya kemudahan dalam proses pelayanan yang diberikan.

Ini menunjukkan bagaimana masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi tentang layanan yang ditawarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai. Mereka juga dapat melakukan pembayaran pajak daerah dan retribusi, mulai dari pendaftaran hingga pembayaran, dan proses lainnya.
b. Adanya kepastian biaya dalam setiap pengurusan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
Setiap pengurusan yang dilakukan masyarakat di kantor atau instansi membutuhkan kepastian biaya. Oleh karena itu, Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai harus mampu memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai kepastian biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
c. Adanya keterbukaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam memberikan pelayanan di sebuah instansi atau kantor, diperlukan keterbukaan mengenai jenis pelayanan yang ditetapkan, serta kemudahan bagi masyarakat dalam proses pendaftaran hingga tahap pelayanan lainnya.





Tabel V.4 berikut menunjukkan tanggapan responden terhadap ketiga sub-indikator indikator transparansi mengenai kualitas pelayanan di Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai:
Tabel V.4
Tanggapan Responden mengenai Transparansi Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai
	No
	Sub Indikator
	Kategori Tangapan
	Jumlah

	
	
	B
	CB
	TB
	

	
1
	Kemudahan dalam proses pelayanan yang diberikan.
	Frek
	111
	42
	20
	173

	
	
	Skor
	(333)
	(84)
	(20)
	(437)

	

2
	Kepastian	biaya
dalam	setiap pengurusan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
	Frek
	111
	61
	1
	173

	
	
	Skor
	(333)
	(122)
	(1)
	(456)

	
3
	Keterbukaan		dalam memberikan pelayanan	kepada masyarakat.
	Frek
	105
	56
	12
	173

	
	
	Skor
	(315)
	(112)
	(12)
	(439)

	
Jumlah
	Frek
	327
	159
	33
	519

	
	P. Frek
	63%
	31%
	6%
	100%

	
	Skor
	(981)
	(318)
	(33)
	1.332


Sumber Data: Hasil pengolahan data Tahun 2024

Tanggapan responden tentang transparansi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai terdiri dari tiga indikator, seperti yang ditunjukkan dalam Tabel V.4 di atas, menghasilkan total skor sebesar 1.332 dengan frekuensi
519. Untuk melihat kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan skor yang diperoleh mengenai transparansi di Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, khususnya pada sub-indikator terkait kemudahan dalam proses pelayanan yang diberikan, seperti yang ditunjukkan pada diagram berikut:





Diagram V.1
Persentase Tanggapan Responden mengenai Transparansi Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai
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Baik	Cukup Baik	Tidak Baik

Sumber Data: Hasil pengolahan data Tahun 2024

Diagram Pie sebelumnya menunjukkan bahwa kita dapat mengetahui untuk indikator Transparansi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai terhadap 173 responden dimana yang dijawab Baik 63%, Cukup Baik 31% dan Tidak Baik 6%.
Adapun garis kontinium nya dapat dilihat sebagai berikut :
1.332

519	(TB)	865	(CB)	1.212	(B)	1.557

85,55%

33,33%	(TB)	55,55%	(CB)	77,84%%	(B)	100%





Garis kontinum di atas menunjukkan bahwa untuk indikator Transparansi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai terhadap 173 responden diperoleh skor secara keseluruhan sebanyak 1.332 dengan persentase 85,55%, berada pada kategori Baik karena pada rentang skor antara 1.213 – 1.557.
2. Akuntabilitas

Pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan disebut akuntabilitas. Sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan baik kepada publik maupun kepada atasan pimpinan unit pelayanan di instansi pemerintah atau perusahaan. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik merupakan ukuran seberapa besar pelayanan publik memenuhi standar atau prinsip masyarakat.
Dalam penelitian ini, untuk menilai indikator akuntabilitas pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, dapat dilihat melalui sub-indikator yang ditunjukkan di bawah ini:
a. Adanya tanggung jawab pegawai atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Dalam melaksanakan suatu pekerjaan diperlukan tanggung jawab dalam melakukan kegiatan. Dengan demikian, pegawai bekerja berdasarkan beban kerja yang diberikan kepadanya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dan bisa dipertanggungjawabkan.





b. Adanya kemampuan dalam menyelesaikan proses pelayanan yang sesuai dengan aturan.
Dalam melaksanakan suatu pekerjaan diperlukan tanggung jawab dalam melakukan kegiatan, dalam melaksanakan proses pelayanan pekerjaan pada suatu organisasi terkadang terdapat kesalahan-kesalahan yang terjadi. Oleh karena itu, organisasi harus lebih meningkatkan kemampuan dalam memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diberikan dari segi perbaikan atas kesalahan yang terjadi.
c. Adanya kemampuan pegawai yang berkerja berpedoman pada aturan yang berlaku.
Pada umumnya aturan pekerjaan sangat diperlukan dalam proses pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai sebaiknya menetapkan pegawai agar bekerja sesuai dengan aturan pekerjaan yang diperintahkan dan bisa berjalan dengan baik.
Untuk mengetahui tanggapan responden tentang kualitas pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai terhadap ketiga sub-indikator pada indikator akuntabilitas, seperti yang ditunjukkan pada Tabel V.5 di bawah ini.





Tabel V.5
Tanggapan Responden mengenai Akuntabilitas Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai
	No
	Sub Indikator
	Kategori Tangapan
	Jumlah

	
	
	B
	CB
	TB
	

	

1
	Tanggung jawab pegawai atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
	Frek
	96
	46
	31
	173

	
	
	Skor
	(288)
	(92)
	(31)
	(411)

	

2
	Kemampuan dalam menyelesaikan proses pelayanan yang	sesuai dengan aturan.
	
Frek
	
93
	
68
	
12
	
173

	
	
	Skor
	(279)
	(136)
	(12)
	(427)

	

3
	Kemampuan pegawai	yang bekerja berpedoman pada aturan	yang berlaku.
	Frek
	88
	59
	26
	173

	
	
	
Skor
	
(264)
	
(118)
	
(26)
	
(408)

	
Jumlah
	Frek
	277
	173
	69
	519

	
	P. Frek
	54%
	33%
	13%
	100%

	
	Skor
	(831)
	(346)
	(69)
	1.246


Sumber Data: Hasil pengolahan data Tahun 2024

Dari Tabel V.5 di atas, dapat dilihat bahwa tanggapan responden mengenai akuntabilitas di Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, yang mencakup tiga sub-indikator, menghasilkan total skor sebesar 1.246 dengan frekuensi 519. Untuk memahami kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan skor yang diperoleh mengenai akuntabilitas di Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai pada sub-indikator terkait kemudahan dalam proses pelayanan yang diberikan, seperti yang ditunjukkan pada diagram berikut:





Diagram V.2
Persentase Tanggapan Responden mengenai Akuntabilitas Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai
13%
33%
54%
Baik	Cukup Baik	Tidak Baik

Sumber Data: Hasil pengolahan data Tahun 2024
Diagram Pie sebelumnya menunjukkan bahwa kita dapat mengetahui untuk indikator Akuntabilitas Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai terhadap 173 responden dimana yang dijawab Baik 54%, Cukup Baik 33% dan Tidak Baik 13%.
Adapun garis kontinium nya dapat dilihat sebagai berikut :
1.246

519	(TB)	865	(CB)	1.212	(B)	1.557

80,03%

33,33%	(TB)	55,55%	(CB)	77,84%%	(B)	100%





Garis kontinum di atas menunjukkan bahwa untuk indikator Akuntabilitas pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai terhadap 173 responden diperoleh skor secara keseluruhan sebanyak 1.246 dengan persentase 80,03%, berada pada kategori Baik karena pada rentang skor antara 1.213 – 1.557.
3. Kondisional

Kondisional adalah pelayanan yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan baik pemberi maupun penerima pelayanan, dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. Dalam konteks pemberian pelayanan, Aspek kondisional mencakup kemampuan aparatur pemerintah dalam melayani masyarakat sesuai dengan situasi yang ada serta kemampuan mereka untuk menghadapi berbagai hambatan yang muncul dalam pelayanan kepada masyarakat, yang mencakup efisiensi dan efektivitas.
Dalam penelitian ini, untuk menilai kondisional sebagai salah satu indikator kualitas pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, dapat dilihat melalui sub-indikator yang ditunjukkan di bawah ini:
a. Adanya kesesuaian antara jadwal jam kerja pegawai yang ditetapkan dengan fakta dilapangan.
Dalam melaksanakan suatu pekerjaan dalam organisasi, pegawai bekerja berdasarkan beban kerja yang diberikan kepadanya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku terutama dalam kesesuaian jadwal jam kerja pegawai yang sesuai aturan yang berlaku.





b. Adanya kemampuan organisasi dalam menyediakan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai.
Dalam melaksanakan suatu pekerjaan, diperlukan pegawai yang mampu bekerja dengan memahami kondisi pelayanan. Oleh karena itu, Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai seharusnya dapat memahami keadaan dan situasi pelayanan dengan memanfaatkan serta melengkapi sarana dan prasarana yang ada, sehingga proses pelayanan dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan.
c. Adanya pegawai yang mampu menerapkan kenyamanan tanpa merugikan pelayanan.
Dalam melaksanakan suatu pekerjaan dalam organisasi pegawai harus mampu memahami kondisi dan situasi pelayanan khususnya dalam menerapkan kenyamanan kepada masyarakat.
Selanjutnya, untuk mengetahui tanggapan responden mengenai kualitas pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai terhadap ketiga sub-indikator pada indikator kondisional, dapat dilihat pada Tabel V.6 berikut ini:





Tabel V.6
Tanggapan Responden mengenai Kondisional Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai
	No
	Sub Indikator
	Kategori Tangapan
	Jumla h

	
	
	B
	CB
	TB
	

	

1
	Kesesuaian antara jadwal jam kerja pegawai	yang ditetapkan dengan fakta dilapangan.
	Frek
	96
	64
	13
	173

	
	
	Skor
	(288)
	(128)
	(13)
	(429)

	


2
	Kemampuan organisasi	dalam menyediakan sarana			dan prasarana pelayanan		yang memadai
	
Frek
	
107
	
65
	
1
	
173

	
	
	
Skor
	
(321)
	
(130)
	
(1)
	
(452)

	

3
	Pegawai	yang mampu menerapkan kenyamanan tanpa merugikan pelayanan.
	
Frek
	
94
	
53
	
26
	
173

	
	
	Skor
	(282)
	(106)
	(26)
	(414)

	
Jumlah
	Frek
	297
	182
	40
	519

	
	P. Frek
	57%
	35%
	8%
	100%

	
	Skor
	(891)
	(364)
	(40)
	1.295


Sumber Data: Hasil pengolahan data Tahun 2024

Tabel V.6 di atas menunjukkan bahwa tanggapan responden mengenai kondisional pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, yang mencakup tiga sub-indikator, menghasilkan total skor sebesar 1.295 dengan frekuensi 519. Untuk memahami kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan skor yang diperoleh mengenai kondisional di Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai pada sub-indikator terkait kemudahan dalam proses pelayanan yang diberikan, seperti yang ditunjukkan pada diagram berikut:





Diagram V.3
Persentase Tanggapan Responden mengenai Kondisional Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai
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Sumber Data: Hasil pengolahan data Tahun 2024
Berdasarkan Diagram Pie diatas diketahui untuk indikator Kondisional Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai terhadap 173 responden dimana yang dijawab Baik 57%, Cukup Baik 35% dan Tidak Baik 8%.
Adapun garis kontinium nya dapat dilihat sebagai berikut :
1.295

519	(TB)	865	(CB)	1.212	(B)	1.557

83,17%

33,33%	(TB)	55,55%	(CB)	77,84%%	(B)	100%





Garis kontinum di atas menunjukkan bahwa untuk indikator Kondisional pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai terhadap 173 responden diperoleh skor secara keseluruhan sebanyak 1.295 dengan persentase 83,17%, berada pada kategori Baik karena pada rentang skor antara 1.213 – 1.557.
4. Partisipatif

Partisipatif adalah peran serta yang dapat mendorong masyarakat untuk terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan mereka. Perkembangan pembangunan di daerah yang selama ini dilakukan oleh pemerintah tidak terlepas dari peran masyarakat, karena peran pemerintah dalam pembangunan sangat bergantung pada partisipasi masyarakat.
Dalam penelitian ini, untuk menilai partisipatif sebagai salah satu indikator kualitas pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, dapat dilihat melalui sub-indikator yang ditunjukkan di bawah ini:
a. Adanya partisipasi dari masyarakat untuk dapat memberikan saran dan masukan mengenai pelayanan yang diberikan.
Secara umum, dalam pelaksanaan pelayanan, pihak yang dilayani juga dikenal sebagai masyarakat sebaiknya memberikan saran, masukan, dan aspirasi. Dengan masukan dan saran ini, diharapkan pelayanan dapat ditingkatkan atau diperbaiki di masa mendatang.
b. Adanya keaktifan dari masyarakat untuk mencari informasi yang berkaitan dengan pelayanan.





Selama proses pelayanan di suatu organisasi atau kantor perlu diadakan sosialisai agar masyarakat mengetahui prosedur atau syarat pelayanan yang ditetapkan.
c. Adanya kesadaran dari masyarakat dalam melengkapi setiap persyaratan pelayanan.
Untuk menjalankan proses pelayanan dengan lancar, masyarakat yang berurusan harus bekerja sama. Sangat penting bagi masyarakat untuk melengkapi setiap persyaratan pelayanan agar pengurusan dan proses pelayanan berjalan lancar dan cepat mencapai tujuan.
Tabel V.7 di bawah ini dapat digunakan untuk mengetahui tanggapan responden mengenai kualitas pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai terhadap ketiga sub indikator dari indikator partisipatif:





Tabel V.7
Tanggapan Responden mengenai Partisipatif Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai
	No
	Sub Indikator
	Kategori Tangapan
	Jumla h

	
	
	B
	CB
	TB
	

	


1
	Partisipasi dari masyarakat untuk dapat memberikan saran dan masukan mengenai
pelayanan yang diberikan.
	
Frek
	
77
	
94
	
2
	
173

	
	
	
Skor
	
(231)
	
(188)
	
(2)
	
(421)

	

2
	Keaktifan	dari masyarakat untuk mencari informasi yang berkaitan dengan pelayanan.
	Frek
	65
	105
	3
	173

	
	
	Skor
	(195)
	(210)
	(3)
	(408)

	
3
	Kesadaran		dari masyarakat	dalam melengkapi	 setiap persyaratan pelayanan.
	Frek
	55
	115
	3
	173

	
	
	Skor
	(165)
	(230)
	(3)
	(398)

	
Jumlah
	Frek
	197
	314
	8
	519

	
	P. Frek
	38%
	61%
	1%
	100%

	
	Skor
	(591)
	(628)
	(8)
	1.227


Sumber Data: Hasil pengolahan data Tahun 2024

Tabel V.7 menunjukkan tanggapan responden tentang Partisipatif Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai yang terdiri dari 3 Sub Indikator didapatkan jumlah skor (1.227) dengan frekuensi 519. Untuk melihat kriteria yang telah ditetapkan dari skor yang diperoleh tentang transparansi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai pada sub indikator tentang kemudahan dalam proses pelayanan yang diberikan dapat dilihat berdasarkan diagram berikut ini:





Diagram V.4
Persentase Tanggapan Responden mengenai Partisipatif Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai
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Sumber Data: Hasil pengolahan data Tahun 2024
Berdasarkan Diagram Pie dapat diketahui untuk indikator Partisipatif Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai terhadap 173 responden dimana yang dijawab Baik 38%, Cukup Baik 61% dan Tidak Baik 1%.
Adapun garis kontinium nya dapat dilihat sebagai berikut :
1.227

519	(TB)	865	(CB)	1.212	(B)	1.557

78,81%

33,33%	(TB)	55,55%	(CB)	77,84%%	(B)	100%





Garis kontinum di atas menunjukkan bahwa untuk indikator Partisipatif pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai terhadap 173 responden diperoleh skor secara keseluruhan sebanyak 1.227 dengan persentase 78,81%, masuk ke dalam kategori Cukup Baik karena berada di antara 1.213 dan 1.557.
5. Kesamaan Hak

Kesamaan Hak merupakan pelayanan yang tidak melakukan diskriminatif. Diskriminatif berdasarkan suku, ras, agama, golongan maupun status sosial lainnya. Semua orang berhak mendapatkan pelayanan.
Dalam penelitian ini, untuk melihat kesamaan hak sebagai salah satu indikator kualitas pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai ditunjukkan oleh sub indikator, yaitu:
a. Adanya memberikan pelayanan dengan tidak membeda-bedakan masyarakat.
Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pihak pemberi pelayanan seharusnya memberikan layanan tanpa diskriminasi atau Pilih kasih berarti bahwa pelayanan harus diberikan secara adil dan merata tanpa mempertimbangkan latar belakang orang yang menerimanya, sehingga pelayanan yang baik dan sesuai dengan harapan masyarakat dapat diberikan.
b. Adanya kesadaran pegawai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan.





Dalam pelaksanaan pelayanan yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai harus bekerja ikhlas terhadap tugas yang diembanya. Oleh karena itu pegawai harus berkomitmen tinggi dalam bekerja agar komunitas yang membutuhkan pelayanan merasa nyaman dan puas.
c. Adanya jaminan kepada setiap masyarakat sebagai penerima pelayanan administrasi sesuai dengan kebutuhan.
Dalam menerima pelayanan, masyarakat harus dapat mengawasi proses yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai. Jika terdapat ketidaksesuaian dengan apa yang diurus, pegawai harus segera memberikan solusi dan menyelesaikan masalah tersebut agar masyarakat yang dilayani senang dan puas dengan layanan.
Tabel V.8 berikut menunjukkan tanggapan responden mengenai kualitas pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai terhadap ketiga sub-indikator indikator kesamaan hak.:





Tabel V.8
Tanggapan Responden mengenai Kesamaan Hak Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai
	No
	Sub Indikator
	Kategori Tangapan
	Jumlah

	
	
	B
	CB
	TB
	

	

1
	Memberikan pelayanan dengan tidak	membeda- bedakan masyarakat.
	Frek
	94
	47
	32
	173

	
	
	
Skor
	
(282)
	
(94)
	
(32)
	
(408)

	


2
	Kesadaran pegawai	untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat		yang membutuhkan pelayanan.
	Frek
	104
	49
	20
	173

	
	
	
Skor
	
(312)
	
(98)
	
(20)
	
(430)

	

3
	Jaminan	kepada setiap masyarakat sebagai penerima pelayanan administrasi
sesuai	dengan kebutuhan.
	Frek
	101
	69
	3
	173

	
	
	
Skor
	
(303)
	
(138)
	
(3)
	
(444)

	
Jumlah
	Frek
	299
	165
	55
	519

	
	P. Frek
	58%
	32%
	10%
	100%

	
	Skor
	(897)
	(330)
	(55)
	1.282


Sumber Data: Hasil pengolahan data Tahun 2024

Tabel V.8 di atas menunjukkan bahwa tanggapan responden tentang Kesamaan Hak Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai yang terdiri dari 3 Sub Indikator didapatkan jumlah skor (1.282) dengan frekuensi 519. Untuk melihat kriteria yang telah ditetapkan dari skor yang diperoleh tentang transparansi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai pada sub indikator tentang kemudahan dalam proses pelayanan yang diberikan dapat dilihat berdasarkan diagram berikut ini:





Diagram V.5
Persentase Tanggapan Responden mengenai Kesamaan Hak Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai
10%
32%
58%
Baik	Cukup Baik	Tidak Baik

Sumber Data: Hasil pengolahan data Tahun 2024
Berdasarkan Diagram Pie dapat diketahui untuk indikator Kesamaan Hak Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai terhadap 173 responden dimana yang dijawab Baik 58%, Cukup Baik 32% dan Tidak Baik 10%.
Adapun garis kontinium nya dapat dilihat sebagai berikut :
1.282

519	(TB)	865	(CB)	1.212	(B)	1.557

82,33%

33,33%	(TB)	55,55%	(CB)	77,84%%	(B)	100%





Garis kontinum di atas menunjukkan bahwa untuk indikator Kesamaan Hak pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai terhadap 173 responden diperoleh skor secara keseluruhan sebanyak 1.282 dengan persentase 82,33%, berada pada kategori Baik karena pada rentang skor antara 1.213 – 1.557.
6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik disebut keseimbangan hak dan kewajiban. Ini adalah cara pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mengimbangi hak dan kewajiban petugas dan penerima pelayanan. Keseimbangan hak dan kewajiban juga mencakup keadilan yang diterima masyarakat.
Dalam penelitian ini, sub-indikator berikut digunakan untuk menilai keseimbangan hak dan kewajiban sebagai salah satu indikator kualitas pelayanan di Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai:
a. Terdapatnya kerjasama yang baik antara pegawai pelayanan dengan masyarakat dalam proses pelayanan.
Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik pegawai maupun masyarakat harus mampu berkerjasama dan menjalin hubungan baik agar pihak Badan Pendapatn Daerah Kota Dumai lebih mengetahui keinginan masyarakat sehingga terwujudnya suasana harmonis antara penerima dan pemberi pelayanan publik.





b. Adanya kesamaan hak diantara masyarakat dalam memenuhi kebutuhan administrasi.
Dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat di Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, baik pegawai maupun masyarakat harus memahami hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan kepentingan mereka. Dengan pemahaman ini, pegawai diharapkan dapat memberikan layanan kepada masyarakat sesuai dengan hak dan kewajiban yang berlaku.
c. Adanya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat berdasarkan legalitas/keabsahan sebagai bukti dari petugas yang berwenang.
Dalam memberikan pelayanan yang aman, masyarakat memiliki hak yang sangat penting untuk memastikan kelancaran berbagai urusan. Oleh karena itu, Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai sebaiknya menciptakan rasa aman dengan memberikan legalitas ke masyarakat yang membutuhkan layanan.
Tabel V.9 menunjukkan tanggapan responden terhadap kualitas pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai terhadap ketiga sub- indikator indikator keseimbangan hak dan kewajiban.





Tabel V.9
Tanggapan Responden mengenai Keseimbangan Hak dan Kewajiban Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai
	No
	Sub Indikator
	Kategori Tangapan
	Jumlah

	
	
	B
	CB
	TB
	

	

1
	Kerjasama yang baik antara pegawai pelayanan dengan masyarakat dalam proses pelayanan.
	Frek
	95
	61
	17
	173

	
	
	Skor
	(285)
	(122)
	17)
	(424)

	

2
	Kesamaan		hak diantara masyarakat	dalam memenuhi kebutuhan administrasi.
	
Frek
	
128
	
44
	
1
	
173

	
	
	Skor
	(384)
	(88)
	(1)
	(473)

	


3
	Pelayanan		yang diberikan		kepada masyarakat berdasarkan legalitas/keabsahan sebagai	bukti dari
petugas	yang berwenang.
	
Frek
	
115
	
39
	
19
	
173

	
	
	
Skor
	
(345)
	
(78)
	
(19)
	
(442)

	
Jumlah
	Frek
	338
	144
	37
	519

	
	P. Frek
	65%
	28%
	7%
	100%

	
	Skor
	(1.014)
	(288)
	(37)
	1.339


Sumber Data: Hasil pengolahan data Tahun 2024

Tabel V.9 di atas menunjukkan bahwa tanggapan responden tentang Keseimbangan Hak dan Kewajiban Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai yang terdiri dari 3 Sub Indikator didapatkan jumlah skor (1.339) dengan frekuensi 519. Untuk melihat kriteria yang telah ditetapkan dari skor yang diperoleh tentang transparansi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai pada sub indikator tentang kemudahan dalam proses pelayanan yang diberikan dapat dilihat berdasarkan diagram sebagai berikut:





Diagram V.6
Persentase Tanggapan Responden mengenai Keseimbangan Hak dan Kewajiban
Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai
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Sumber Data: Hasil pengolahan data Tahun 2024

Berdasarkan Diagram Pie dapat diketahui untuk indikator Keseimbangan Hak dan Kewajiban Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai terhadap 173 responden dimana yang dijawab Baik 65%, Cukup Baik 28% dan Tidak Baik 7%.
Adapun garis kontinium nya dapat dilihat sebagai berikut :
1.339

519	(TB)	865	(CB)	1.212	(B)	1.557

86%

33,33%	(TB)	55,55%	(CB)	77,84%%	(B)	100%





Garis kontinum sebelumnya menunjukkan bahwa untuk indikator Keseimbangan Hak dan Kewajiban pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai terhadap 173 responden diperoleh skor secara keseluruhan sebanyak 1.339 dengan persentase 86%, berada pada kategori Baik karena pada rentang skor antara 1.213 – 1.557.
Selanjutnya, enam indikator, yaitu transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipasi, kesamaan hak, dan keseimbangan hak dan kewajiban, digunakan untuk menentukan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai. Nilai-nilai ini digambarkan dalam tabel V.10 berikut:
Tabel V.10
Rekapitulasi Tanggapan Responden tentang Kualitas Pelayanan Pada Badan Pendapatan DaerahKota Dumai
	No
	Indikator
	Kriteria Indikator
	Jumlah

	
	
	B
	CB
	TB
	

	1
	Transparansi
	Frek
	327
	159
	33
	519

	
	
	Skor
	(981)
	(318)
	(33)
	1.332

	2
	Akuntabilitas
	Frek
	277
	173
	69
	519

	
	
	Skor
	(831)
	(346)
	(69)
	1.246

	3
	Kondisional
	Frek
	297
	182
	40
	519

	
	
	Skor
	(891)
	(364)
	(40)
	1.295

	4
	Partisipatif
	Frek
	197
	314
	8
	519

	
	
	Skor
	(591)
	(628)
	(8)
	1.227

	5
	Kesamaan Hak
	Frek
	299
	165
	55
	519

	
	
	Skor
	(897)
	(330)
	(55)
	1.282

	6
	Keseimbangan Hak dan Kewajiban
	Frek
	338
	144
	37
	519

	
	
	Skor
	(1.014)
	(288)
	(37)
	1.339

	
Jumlah
	Frek
	1.735
	1.137
	242
	3.114

	
	P. Frek
	56%
	36%
	8%
	100%

	
	Skor
	(5.205)
	(2.274)
	(242)
	7.721


Sumber Data: Hasil pengolahan data Tahun 2024





Berdasarkan Tabel V.10 rekapitulasi responden di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa analisis kualitas pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai menunjukkan hasil dari penelitian terhadap enam indikator kualitas pelayanan. Untuk indikator Transparansi, diperoleh skor sebesar 1.332; Akuntabilitas dengan skor 1.246; Kondisional mencapai skor 1.295; Partisipatif mendapat skor 1.227; Kesamaan Hak memperoleh skor 1.282; dan Keseimbangan Hak dan Kewajiban mendapatkan skor 1.339. Dari enam indikator tersebut, total skor yang diperoleh dari jawaban responden adalah 7.721.
Diagram V.7
Persentase Tanggapan Responden tentang Kualitas Pelayanan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai
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Sumber Data: Hasil pengolahan data Tahun 2024

Berdasarkan Diagram Pie dapat diketahui Tanggapan Responden tentang Kualitas Pelayanan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai terhadap 173 responden dimana yang dijawab Baik 56%, Cukup Baik 36% dan Tidak Baik 8%.





Selanjutnya,	untuk	rekapitulasi	tanggapan	responden	secara keseluruhan dapat dilihat secara berkelanjutan sebagai berikut:
Adapun garis kontinium nya dapat dilihat sebagai berikut :
7.721

3.114	(TB)	5.190	(CB)	7.267	(B)	9.342

83%

33,33%	(TB)	55,55%	(CB)	77,79%%	(B)	100%


Dari ke 6 Indikator diatas terlihat bahwa tentang Kualitas Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai terhadap 173 responden diperoleh skor secara keseluruhan sebanyak 7.721 dengan persentase 83% berada pada kategori Baik karena pada rentang skor antara 7.268 – 9.342.





Diagram V.8
Persentase Tanggapan Responden tentang Kualitas Pelayanan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai
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Sumber Data: Hasil pengolahan data Tahun 2024
B. 	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Analisis Kualitas Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap pelaksanaan Analisis Kualitas Pelayanan di Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, dapat disimpulkan bahwa upaya upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan masih belum mencapai tingkat yang optimal. Penulis dapat menemukan dan menjelaskan faktor pendukung dan penghambat Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai sebagai berikut:





1. Faktor pendukung
Analisis kualitas pelayanan di Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, yang terlihat dari nilai skor tertinggi yang diperoleh, antara lain:
a. Terlaksananya Keseimbangan Hak dan Kewajiban dalam kualitas pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai. Hal ini dapat diketahui dari adanya kesamaan hak diantara masyarakat dalam memenuhi kebutuhan administrasi.
b. Terlaksananya Transparansi dalam kualitas pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai. Hal ini dapat diketahui dari adanya kepastian biaya dalam setiap pengurusan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
c. Terlaksananya Kondisional dalam kualitas pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai. Hal ini dapat diketahui dari kondisi dan kemampuan pemberi pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.
d. Terlaksananya Kesamaan Hak dalam kualitas pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai. Hal ini dapat ketahui pada pelayanan yang tidak diskriminatif.
2. Faktor Penghambat

Analisis kualitas pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai memiliki beberapa faktor penghambat hal ini dilihat pada nilai skor terendah sebagai berikut :





a. Masih kurangnya Akuntabilitas dalam kualitas pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai. Hal ini dapat diketahui dari kurangnya kemampuan pegawai yang bekerja berpedoman pada aturan yang berlaku
b. Masih kurangnya Partisipatif dalam kualitas pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai. Hal ini dapat diketahui kurangnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi semua persyaratan pelayanan.
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Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya pada bagian akhir skripsi ini, penulis menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian.
A. [bookmark: _bookmark26]Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Kualitas Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dapat diketahui dari rekapitulasi tanggapan responden yang dievaluasi menggunakan 6 (enam) indikator yaitu transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban. Berdasarkan hasil penelitian terhadap 173 responden diperoleh skor secara keseluruhan sebanyak 7.721 dengan persentase 83%, berada pada kategori Baik karena pada rentang skor antara 7.268 - 9.342.
2. Faktor pendukung kualitas pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai sebagai berikut: Terlaksananya Keseimbangan Hak dan Kewajiban dalam kualitas pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai. Hal ini dapat dilihat dari adanya kesamaan hak diantara masyarakat dalam memenuhi kebutuhan administrasi, Terlaksananya Transparansi dalam kualitas pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.



Hal ini dapat dilihat dari adanya kepastian biaya dalam setiap pengurusan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, Terlaksananya Kondisional dalam kualitas pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai. Hal ini dapat dilihat dari kondisi dan kemampuan pemberi pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas dan Terlaksananya Kesamaan Hak dalam kualitas pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai. Hal ini dapat dilihat pada pelayanan yang tidak diskriminatif. Sedangkan faktor penghambat kualitas pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai sangat dipengaruhi oleh masih kurangnya Akuntabilitas dalam kualitas pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya kemampuan pegawai yang bekerja berpedoman pada aturan yang berlaku dan masih kurangnya Partisipatif dalam hal kesadaran dari masyarakat dalam melengkapi setiap persyaratan pelayanan.
B. [bookmark: _bookmark27]Saran

Dengan mempertimbangkan faktor penghambat yang disebutkan di atas, penulis ingin menyampaikan beberapa rekomendasi kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, antara lain sebagai berikut:
1. Disarankan kepada kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai agar lebih menguatkan pelayanan yang baik berdasarkan



2


kemampuan pegawai untuk mengikuti aturan yang berlaku sehingga aspek akuntabilitas dalam pelayanan lebih dirasakan oleh masyarakat.
1. Disarankan kepada kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai untuk melakukan sosialisasi tentang pengurusan perpajakan di bawah pengelolaan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai kepada masyarakat, menyediakan ruang informasi kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan agar masyarakat proaktif dalam memahami persyaratan dalam melakukan pembayaran pajak.
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A. Permohonan Pengisian Angket


Dumai, September 2024
No Angket : -
Perihal	: Pengisian Angket Penelitian	Kepada Yth,
Bapak/Ibu/Saudara/I Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai
Di-
Tempat
Dengan Hormat,

Sehubungan penyelesaian tugas akhir perkuliahan pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Lancang Kuning Dumai, maka penulis melaksanakan penelitian sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Administrasi Negara dengan judul “Analisis Kualitas Pelayanan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai”.
Sehubungan hal diatas, penulis mohon kesediaanBapak/Ibu/Saudara/I berkenan untuk memberikan jawaban atas pernyataan angket penelitian. Angket ini digunakan untuk keperluan penelitian dan data isian tersebut akan terjaga kerahasiaannya.
Demikian permohonan ini penulis sampaikan atas perhatian dan bantuan yang Bapak/Ibu/Saudara/I berikan penulis ucapkan terimakasih.
Hormat Penulis



MUHAMMAD RYAN EKA SAPUTRA NIM. 2010090811121


ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI

B. Identitas Responden

Nama	:		

Jenis Kelamin	:		

Umur	:		

Pendidikan	:		

Golongan	:		
Masa Kerja	:		


C. Petunjuk Pengisian :

1. Isilah pernyataan ini secara jujur sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
2. Pilihlah salah satu jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara/I anggap benar dengan memberi tanda checklist (√) pada jawaban tersebut.
3. Tersedia tiga pilihan jawaban yaitu : Baik (B) diberi skor	3
Cukup Baik (CB) diberi skor	2
Tidak Baik (TB) diberi skor	1
4. Contoh pengisian :


	NO
	
PERNYATAAN
	ALTERNATIF
JAWABAN

	
	
	B
	CB
	TB

	1.
	Kemudahan dalam proses pelayanan yang diberikan.
	
	√
	

	2.
	Kepastian biaya dalam setiap pengurusan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
	√
	
	




D. Pernyataan Angket Penelitian


	
NO
	
PERNYATAAN
	ALTERNATIF JAWABAN

	
	
	B
	CB
	TB

	1.
	Kemudahan dalam proses pelayanan yang diberikan
sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
	
	
	

	2.
	Kepastian tarif pajak yang dikenakan dalam setiap pengurusan	sesuai	dengan	peraturan	yang	telah
ditetapkan.
	
	
	

	3.
	Keterbukaan informasi dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat.
	
	
	

	4.
	Tanggung jawab pegawai dalam memproses pelayanan
yang diberikan kepada masyarakat.
	
	
	

	5.
	Kemampuan dalam menyelesaikan proses pelayanan
yang sesuai dengan aturan.
	
	
	

	6.
	Kemampuan pegawai yang bekerja berpedoman pada
aturan yang berlaku.
	
	
	

	7.
	Kesesuaian antara jadwal jam kerja pegawai yang
ditetapkan dengan fakta dilapangan.
	
	
	

	8.
	Kemampuan organisasi dalam menyediakan sarana dan
prasarana pelayanan yang memadai.
	
	
	

	9.
	Pegawai yang mampu menerapkan kenyamanan tanpa
merugikan masyarakat yang dilayani.
	
	
	

	10.
	Partisipasi dari masyarakat untuk dapat memberikan saran	dan	masukan	mengenai	pelayanan	yang
diberikan.
	
	
	

	11.
	Keaktifan dari masyarakat untuk mencari informasi yang
berkaitan dengan pelayanan.
	
	
	

	12.
	Kesadaran dari masyarakat dalam melengkapi setiap
persyaratan pelayanan.
	
	
	

	13.
	Memberikan	pelayanan	dengan	tidak	membeda- bedakan masyarakat.
	
	
	




	
NO
	
PERNYATAAN
	ALTERNATIF JAWABAN

	
	
	B
	CB
	TB

	14.
	Kesadaran	pegawai	untuk	menberikan	pelayanan
kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan.
	
	
	

	15.
	Jaminan kepada setiap masyarakat sebagai penerima
pelayanan administrasi sesuai dengan kebutuhan.
	
	
	

	16.
	Kerjasama	yang	baik	antara	pegawai	pelayanan
dengan masyarakat dalam proses pelayanan.
	
	
	

	17.
	Kesamaan hak diantara masyarakat dalam memenuhi
kebutuhan administrasi.
	
	
	

	18.
	Pelayanan	yang	diberikan	kepada	masyarakat
berdasarkan legalitas/keabsahan sebagai bukti dari petugas yang berwenang.
	
	
	




Saran :
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